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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong
peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan
dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
\T, PEREMPUAN DAN
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak,

mempunyal tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelengggarakan fungsi,
sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak;

4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;

6. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;

7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2025
L]
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET KETERANGAN
Tujuan :
1. | Meningkatkan Kualitas Indeks 895,55 | Formulasi: IKM Tahun N
Pelayanan Publik Kepuasan indeks | Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Masyarakat Semakin Baik
_Sumber data : Bagian Organisasi
2 | Optimalisasi Indeks 6531 | Formulasi - Release dari BPS
Pengarusutamaan Pemberdayaan | indeks | Tipe Capaian : Semakin Tinggi
| Gender |I Gender (1DG) Semakin Baik
Sumber data : BPS
3, | Optimalisasi Kategori Kota | Nindya | Formulasi - Kategori penghargaan
Pengarusutamaan Hak | Layak Anak hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak
Angk pada tahun n yang diberikan oleh
Kementerian PPPA RI
Tipe Capaian Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data | Kementerian PPPA
Rl
Sasaran Strategis :
1. | Meningkatnya | Nilai ~ SAKIP | 8345 | Formulasi: Hasil Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas Kinerja OPD indeks | OPD Tahun N
Perangkat Daerah Tipe Capaian Semakin Tinggl
Semakin Baik
, - Sumber data : Inspekiorat
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TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA TARGET KETERANGAN
| Meningkatrya Swadaya | Persentase 9,49 | Formulasi : (Anggaran swadaya
Masyarakal dalam swadays persen | yang dikeluarkan ocleh masyarakat
Pembangunan Berbasis | masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana
Masyarakat dalam prasarana kslurahan dibagl Dana
pembangunan keiurahan (APBD) yang digunakan
berbasis untuk pelaksanean kegiatan sarana
masyarakat prasarana kelurahan) x 100
Tipe Capaian : Semakin Tinggi
| Semakin Baik
_ Sumber data : DPMPPA
Meningkatnya Indeks 28,56 | Formulasi - Persentase sumbangan
Sumbangen Pendapatan | sumbangan indeks | psndapatan perempuan pada tahun
Parempuan pendapatan n {hasil rilis BPS)
perampuan Tipe Capaian : Semskin tinggi
| dalam IDG semakin baik
_ Sumber data : BPS
Meningkatnya Skor Kota | Skar Kota | 7899 | Formulasi - Skor KLA hasil evaluasi
Layak anak Layak Anak skor Kementarian PPPA RI
Tipe Capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : Kementerian PPPA
| RI
Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang Urusan Rp 3.850.957 000,00 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Kerja Sama Rp 557.400.000,00 APBD
Desa
Program Administrasi Pemerintahan  Rp 32.528.000,00 APBD
Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Rp 746.116,000,00 APBD

Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengarusutamaan Gender  Rp 165.940.000,00 APBD

dan Pemberdayaan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan Rp 73.612.000,00 APBD

Frogram Pemenuhan Hak Anak Rp 215.615.000,00 APBD

(PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak  Rp 58.895.000,00 APBD
Jumiah Rp 5.741.063.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan |l Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Be2lisas 19004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

Capaian Indikator Kinerja = ;::?"_ x 100%

IsaLEi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut

cagaian Kinerja

Efisiensi = ( )—1x100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategorl
20.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

751 8.d. 90 Tinggi / Berhasil

851sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil

501 s.d. 685 Rendah / Tidak Berhasil

0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasi ,
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Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan |l Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan Il Tahun 2025

| Target
Target Realisasi %
No Tujuan Indikator Kinerja | Satuan | .. " Tl‘I;:IIe s.d. TWIl | Capaian
| 1] 2 3 a | 5 5 7 8
1= | 3 [ > | B [ 8
Meningkatkan
1. | Kualitas Pelayanan | \Ndeks Kepuasan | . .o | o555 | 9555 97.69| 10224 |
: Masyarakat
| Publik | |
Optimalisasi Indeks '
2 | Pengarusutamaan | Pemberdayaan indeks 65,31 n/a n/a n/a
Gender Gender (IDG)
Optimalisasi .
3 | Pengarusutamaan gtzi‘:::n’;i“ kategori | Nindya | n/a n/a /e
Hak Anak y |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan |

adalah 102.24%, dengan penjelasan sebagai berikut;

1l

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat target yang ditetapkan 95,55.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survey kepuasan
masyarakat dilakukan penilaian oleh organisasi yang dirilis per semester.
Realisasi semester | adalah 97 69, sehingga capaian kinerja sampai dengan
semester | adalah 102,24%. Realisasi akhir Indikator ini ditargetkan di Triwulan
IV,

Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Gender, dengan indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) target yang ditetapkan 65,31.

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan triwulan
Il masih n/a menunggu rilis BPS, target realisasi di Triwulan IV;

Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak, dengan indikator Kategori
Kota Layak Anak.
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Capaian Indikator Kategori Kota Layak Anak masih n/a. Indikator Kategori Kota
Layak Anak diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kota Layak Anak oleh
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak R, target realisasi di Triwulan
IV. Evaluasi Kota Layak Anak sampai pada dilaksanakannya Verifikasi
Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kemen PPPA RI yang dilaksanakan pada Tanggal
12 Juni 2025 secara daring melalui zoom meeting dengan 3 (tiga) ruang. Ruang
| yaitu Tim Gugus Tugas, Ruang Il yaitu Forum Anak dan Ruang Il merupakan
Lokus layanan PHA dan PKA. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemenuhan
Hak Anak Kemen PPPA Rl Nomor : B-85/D.PHA/TK 05/05/2024, Tanggal : 13
Mei 2024 , Perihal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
Tahun 2024 bahwa Penghargaan KLA akan dilaksanakan pada tanggal 22 atau
23 Juli 2025 (jadwal tentatif).
Tabel 2.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan Il Tahun 2025

Target :
Sasaran - Target Realisasi %
No Strategis Indikator Kinerja | Satuan Tahunan Tﬁi il s.d. TWIl | Capaian
1 2 3 4 5 B ] 8 |
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD | indeks 83,45 n/a n/a n/a
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah
2 | Meningkatnya Persenlase persen 9,49 n/a n/a rn/a
Swadaya Swadaya
Masyarakat Masyarakat
| dalam dalam
Pembangunan Permnbangunan
Berbasis Berbasis
Masyarakat Masyarakat
3 | Meningkatnya indeks indeks 28,56 n/a n/a n/a
Sumbangan Sumbangan
Pendapatan Pendapatan
Perempuan Perempuan
. dalam IDG |
4 | Meningkatnya Skor Kota Layak skor 7699 n/a n/a n/a
Skor Kota Layak | Anak
anak
Rata-rata Capaian n/a
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

pada Triwulan |l belum terdapat capaian kinerja, dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan
indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,45,

Capaian Indikator nilai SAKIP OPD sampai dengan triwulan Il masih n/a.
Indikator ini berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Kota Pekalongan, target realisasi di Triwulan IV;

2. Sasaran Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis
Masyarakat, dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam
pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9,49%.

Capaian indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan
berbasis masyarakat sampai dengan triwulan |l masih n/a, target realisasi di
Triwulan IV.

Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis
masyarakat dihitung berdasarkan anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan yang
bersumber dari dana kelurahan (APBD). Dana Kelurahan untuk kegiatan
sarana prasarana pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.851.000.000,00.

3. Sasaran Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan indikator
Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG target yang ditetapkan
28.56.

Capaian Indikator Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG
sampai dengan triwulan || masih n/a menunggu rilis BPS, target realisasi di
Triwulan IV,

4. Sasaran Meningkatnya Skor Kota Layak anak, dengan indicator Skor Kota Layak
Anak target yang ditetapkan 769,9.

Capaian Indikator Skor Kota Layak Anak masih n/a. Indikator Skor Kota Layak
Anak diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementerian
Perempuan dan Perlindungan Anak R, target realisasi di Triwulan IV.
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Evaluasi Kota Layak Anak sampai pada dilaksanakannya Verifikasi Lapangan
Hybrid (VLH) oleh Kemen PPPA RI yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Juni
2025 secara daring melalui zoom meeting dengan 3 (tiga) ruang. Ruang | yaitu
Tim Gugus Tugas, Ruang Il yaitu Forum Anak dan Ruang Il merupakan Lokus
layanan PHA dan PKA. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemenuhan Hak
Anak Kemen PPPA RI Nomar : B-85/D.PHA/TK. 05/05/2024, Tanggal : 13 Mei
2024 | Perihal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
Tahun 2024 bahwa Penghargaan KLA akan dilaksanakan pada tanggal 22
atau 23 Juli 2025 (jadwal tentatif).

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
Pagu Targetsd. | Realisasisd %
N Program PeguANGEaran  porgeseran | Trwulanll | Trwulanil | S2Paen
100}

i 2 ¥ 4 5 B i

1 | Program
Pengarusutamaan 165.840.000 150.560.000 99.990_000 80,348,300 80,36
Gender dan
Pemberdayaan
Perampuan

2 | Program
Pedindungan T3.612.000 67.737.000 44.314.000 28.451.470 B4, 20
Parampuan |

3 | Program
Pemenuhan Hak 215.615.000 1B3.965,000 111.448.000 BD.00T.900 71,78
Anak (PHA)

4 | Program |
Perlindungan 58.895.000 §1.2685.000 28.144.000 13.281.000 47 22
Khusus Anak

5 | Program ' '

| Sanuniang 3.890957 000 | 3.356.087.000 | 2.833.377.800 | 1.732.781.2683 61,16
rusan l

Pemearintahan '
Daerah
Kabupalen/Kota

6 | Progrem
Feningkatan Kerja 557 400,000 1.213.250.000 568 950.000 506.950.000 100,00
Sama Desa
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] ] 7 %
Pagu Targets.d. Realisasi s d. I
" Program e R porgesersn |  Trwdfan Triwulan || Cobeian
i e 3 [ 3 (B
7 | Program
| Administrasi 32.528.000 31.178.000 32.528.000 10.430.000 32,08
Pemearintahan
Desa
8 | Program
Pemberdayaan 746.116.000 B59.041.000 445 887.564 200.061.170 44 87
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat
Dan Masyarakat
Hukum Adai
Jumlah 5.741.063.000 5.713.113.000 | 4.192639.364 2742322133 65,41
|_ Rata-rata Capaian 82,71 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase

realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 64,41% rata-rata realisasi anggaran sampai dengan

Triwulan |l adalah sebesar 62,71%.

Pada Triwulan Il capaian kinerja masih n/a, sehingga belum dapat menghitung

efisiensi penggunaan sumber daya.
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BAB llI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja masih n/a,

sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 62,71%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anaksampai dengan
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut
1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran
dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang
ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
WALI KOTA PEKALONGAN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
NDUNGAN ANAK
y Q *KG%F‘EKALDMGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Triwulan |l Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) mendorong
peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa oufput maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalui pelaksanaan
kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PEKALONGAN,

NIP 19860804 200412 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum

dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran,

evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretarie menyelengggarakan

fungsi,sebagai berikut :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,
program dan kegiatan;

Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik
daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,
perpustakaan dan kearsipan;

Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang
keuangan,

Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (abk)
dan evaluasi jabatan (evjab);

Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,

- Laporan Kinerja Triwulan Il Sekretaris | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
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tugas dan fungsinya.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1,1 Struktur Organisasi
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| P DS
|
SEMETAAUT
Pl )
| |
L] SUMAGIAN PERENCANANY, | | SUBBAGIAN UMUM DA
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FADANG KELEMBAGAAN THDAHG PEMTERDATARN
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

penunjang urusan
pemerintah

daerah

penunjang urusan
pemerintah daerah

Tahun 2025
No Sasaran Indikator Kinerja | Target Keterangan
[ Program |
| (1) (2) (3) (4) (5)
1 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
ketersediaan ketersediaan persen | kegiatan Perencanaan),
laporan capaian laporan capaian Penganggaran, dan Evaluasi
kinerja kinerja Kinerja Perangkat Daerah +
Persentase capaian kegiatan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah dibagi 2
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA .
2 | Tercapainya Persentase 100 | Formulasi : Persentase capaian |
ketersediaan ketersediaan persen | kegiatan Adminitrasi
layanan layanan Kepegawaian Perangkat Daersh
administrasi administrasi + Persentase capaian kegiatan
kepegawaian, kepegawaian, Administrasi Umum Perangkat
administrasi administrasi umum ' Daerah + Persentase capaian
umum dan jasa dan jasa kegiatan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dibagi 3

Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA
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Sasaran | , .
No Program Indikator Kinerja | Target Keterangan
(1) (2) (3) (4) (S)

3 | Tercapainya Persentase 100 | Formulasi : Persentase capaian
pengadaan/pemeli | pengadaan/pemeli | persen | kegiatan Pengadaan Barang
haraan barang haraan barang Milik Daerah Penunjang Urusan
milik daerah milik daerah Pemerintah Daerah + Persentase

capaian kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
dibagi 1
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
Kegiatan Anggaran Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, Rp 20.762.000,00 APBD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Administrasi Keuangan Rp 2.767.072.000,00 APED
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Rp 3.650.000,00 APBD
Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Rp 207.455.000,00 APBD
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Rp 270.268.000,00 AFBD
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Rp 621.750.000,00 APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerimtahan Daerah
Jumlah Rp 3.890.857.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan |l Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinera dengan
rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 222lisas 1 00%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rUMuUSs :

Capaian Indikator Kinerja = ';Iﬂ“—_ x 100%

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

craparan kine i

Efisiensi = ( )—1x100

capalan anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINER.JA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
" Skala Ordina sdikat T Katagon
90.1 s.d. lebik Sangat Tinggi / Sangat Berhasli
751sd 80 Tinggi / Berhasil
B51sd 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1sd 65 Rendah / Tidak Berhasil
Dsd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

s

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan Il Tahun 2025 sebagaimana
tabel 2.3 dibawah ini :

Laporan Kinerja Tniwuwlan || Sekretaris | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025



Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Triwulan |l Tahun 2025

Target | Realisasi
; ! Targel &4 sd. %
Sasaran Program Indikstor Kinerja Satuan | Lo an Triwulan | Triwulan | Capalan
| ] 1}
2 3 4 5 | @ 7 B
Tercapainya Persentase ketersediaan | persen 100 49 44 50,56 102,27
kalarsediaan laporan laporan capaian kinerja |
| capaian kinerja . |
| Tercapainya | Persentase ketersediaan | persen 100 31,00 30,66 BE.80
katersediaan iayanan |layanan administras
administrasi kepegawaian,
kepegawaian, adrministrasi umum dan
adminisirasi umum dan jasa penunjang urusan
jasa panunjang urusan pamenntah daerah
pamerintah dasrah
Tercapainya Peraantase parsen 100 41,77 41,77 | 100,00
pengadaan/pemelinaraan | pengedean/pemelinaraan
barang milik daerah bareng milik daerah
Rata-rata capaian kinerja 100,39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah
sebesar 100,39% dengan kategori "Sangat Berhasil”.
Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan
selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

secara berkala.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024

Pagu Pagu %
M Targets.d. Realisasi s.d. Capaian
o Higiatin Pagiiean "l Triwulan If Triwlan Il | {(5)(4)"
{Rp) iﬁlli 100}
1 2 3 4 5 8 7
1 | Perencanaan,
Penganggaran, dan 20.762.000 18.292.000 9.687 900 5.882 900 80,72
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daarah
2 | Administrasi
Keuangan Perangkal | 2.767.072.000 | 2764522000 | 1.068.664.900 | 1.474.674.326 7481
Daerah
3 | Administrasi
Kepegawalan 3.650.000 A.850.000
. Perangkat Daerah
| 4 | Administrasi Limurm
| Perangkat Daerah 207.455 000 153.285.000 133.421.000 67.263.047 50,41
5 | Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 270.268.000 293.588,000 140.964 000 113.882.270 80,72
Pemerintahan Dasrah
| & | Pemeliharaan
Barang Milik Daerah 621.750.000 121.750.000 580.640.000 71078750 12,24
Penumang Urusan |
Pamerintahan Daerah |
Jumiah 3.890.957.000 | 3.356.087.000 | 2833.377.800 | 1732781203 | 61,16
Fata-rata capaian 55 82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 61,16%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwulan Il adalah sebesar 55,82%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan |l sebesar 100,39%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 64,15%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya

1. Terdapat kegatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir
bulanftriwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulanftriwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran

diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,39%,

sedangkan realisasi anggaran sebesar 61 16%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 64, 15%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut
1. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras

dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai;

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.

Mengetahui
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

bin& Utama Mud.a
NIP 19700502 199501 2 001

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pit. SEKRETARIS
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKALONGAN,

ENI PURWANTI, S.STP

NIP 19860804 200412 2 002

dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good gevernance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberd n Masyarakat

Pembina (IVa)
NIP. 19860804 200412 2 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

c. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g. penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba

kelurahan;
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i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala
DPMPPA

SUB KODRDINATOR

Kepala Bidan DAN KELOMPOK
p]{MPM 8 —]—>- JABATAN

FUNGSIONAL
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kkinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2025
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
1 | Terfasilitasi Kerja Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI | 83.33%
sama antar Desa dan Kelurahan
2 | Tercapainya Persentase Kelurahan dengan Kriteria | 88.89 %
Kelurahan dengan “Cepat Berkembang”
Kriteria "Cepat
Berkembang” B
3 | Tercapaianya Persentase Lembaga Kemasyarakatan | 97.75 %
Lembaga yang Aktif dalam Pemberdayaan
Kemasyarakatan yang | Masyarakat
Aktif dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan 1l Tahun 2025 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Reallsast 5 1000,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T2"€5* x 100%

Realirami

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

capnfan "-rrr-nrrl*ﬂ'

Efisiensi = ( )—1x 100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINER]JA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
4().1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil

76.15.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1sd. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat Triwulan | Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan

Masyarakat Triwulan Il Tahun 2025

Targets.d | Realisasi o
) i Target | Triwulan s.d Capaia
No Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan I Thismilan .
| 11
Terfasilitasi | Persentase | 83.33% | 83.33% | 83.33% 100
Kerja sama antar | Fasilitasi Kerja
Desa sama TNI dan |
. Kelurahan
Tercapainya Persentase 88.899% | 88.89% 88.89% 100
Kelurahan Kelurahan
dengan Kriteria | dengan Kriteria
“Cepat “Cepat
Berkembang" Berkembang" =
Tercapaianya Persentase | 97.75 % 97.75 97.68 99.93
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan | Kemasyarakatan
yang Aktif dalam | yang Aktif dalam
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Rata-rata Capaian | 99.98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar
99.98% dengan kategori “Sangat berhasil”.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program

dan kegiatan sebagai berikut :
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan Il Tahun Anggaran 2025

No

Kegiatan

' Pagu Anggaran
Tahunan

(Rp)

Target s.d
Triwulan 11

(Rp)

Realisasi s.d
Triwulan [l

(Rp)

%
Capaian
{(53/14)

*100}

(1)

(2]

(3]

(4)

(5)

(6

Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

1.213.250.000

596.950.000

596.950.000

100

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

31.178.000

32.528.000

10.430.000

32,06

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yvang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat vang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

659.041.000

445.887.564

200.061.170

44 87

| Jumlah Total

| 1.903.469.000

1.075.365.546

B07.441.170

58,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada

triwulan Il adalah sebesar 58,9804,
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 99.98%,
sedangkan realisasi anggaran sebesar 58,98%, maka tidak terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya. Adapun realisasi anggaran yang terlalu kecil dikarenakan

adanya kendala terkait aturan perpajakan terbaru yang membutuhkan penyesuaian.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan Il Tahun 2025
adalah sebagai berikut :
1. Penataan anggaran Kas untuk lebih diperhatikan lagi kedepannya supaya tidak
menghambat 5P] kegiatan.
2. Kinerja keuangan untuk ditingkatkan lagi.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA DPMPP A PEKALONGAN, KEPALA BIDANG KMPM

ENI PURWANTL S.STP

Pembina Utara Muda Pembina
NIP. 19700502 199501 2 001 NIP. 19860804 200412 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DPMPPA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

B8 Dipindai dengan CamScanner



e EE——— N

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid PPPHAPPA Triwulan II Tahun 2025
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kabid PPPHAPPA mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid PPPHAPPA melalui

pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah

ditetapkan.

Pekalongan, Juli 2025
Kabid PPPHAPPA

L

Endah Wulandari
Penata Tk. |

NIP. 19800512 200501 2 020
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BAB |
PENDAHULUAN B

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024

tentang perubahan atas Peraturan wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan
dan Anak mempunyal tugas menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan,
pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan
Perempuan pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak
menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anal;
penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
penyelenggaraan  peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

oo e oW

Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

7. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

8. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

9. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;

10. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak;

11. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan pemberdayaan dan

perlindungan perempuan;
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12. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;

13. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

14. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya,
Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala bidang pemberdayaan permpuan,

pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak, sebagaimana gambar
1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BACAN SUELIUN GRgILT
DONAS FENEERDATANS WASTARARAT FERRIEFCAN DaY

FERLECETNGAN ANAE
o
| s
| i i
{  ERETANAT
|
HERNE BLERLG AN FREACANAIN BUEBACAN AR DA
| GELONPONABATAN | ENALUAS, DAN ELUANELN WAL
H Ao
HEEEAEED |
BOLNG PEVEESDATAAN
PEREMIPUAN, PEMENLISAN i
ANAUDMNFERONGEN |
PAVPLNDANANAL |
w1

Dipindai dengan CamScanner



BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A,

Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalul perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4]

1 | Tercapainya Persentase kegiatan perangkat 9,24
Pengarusutamaan Gender dan daerah yang sudah responsif gender persen
Pemberdayaan Perempuan

2 | Tercapainya Perlindungan Rasio kekerasan terhadap 15,01
Perempuan perempuan (IKK Outcome) persen

3 | Tercapainya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Dekela (desa/kelurahan 48,15

layak anak) persen

4 | Tercapainya Perlindungan Khusus | persentase pengaduan kasus anak 100,00
Anak yang terlayani persen

l L]
Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelembagaan  Pengarusutamaan  Gender Rp 12.980.000,00
(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Rp 12.715.000.00

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan kewenangan
Kabupaten/Kota
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Anggaran
Rp

Kegiatan

Penguatan dan Pengembangan lembaga
penyedia layanan pe mberdayaan perempuan

kewenangan Kabupaten/Kota

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Rp

lingkup daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Rp
perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak

Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang Rp
melibatkan para pihak lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan bagi anak yang Rp
memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp
penyedia layanan bagi anak yang mem erlukan
perlindungan khusus tingkat daerah

Kabupaten/Kota

B. Capaian Kinerja

Keterangan
124.865.000,00

8.527.000,00

58.842.000,00

183,965.000,00

8.530.000,00

37.483.000,00

5.282.000,00

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan I

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

Tahun

realisasi

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

Reslisas ¢ 100%

Capalan Indikator Kinerja =
Termet
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2. Apabila semakin tinggl reallsasi menunjukkan semakin rendahnya kinerfa atau

semakin rendah realisasi menunjultkan semakin tingginya kinerja, rumus ;

Capalan Indikator Kinerja = =285 x 100%
Renllzusi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator kinerja sasaran sesual

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengulturan dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategorl
90.1 sal, lebih Sangnt Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 5.4, 90 Tinggl / Berhasil

65.1 s.d. 75 Sedang / Culup Berhasil

50.1 5.4, 65 Rendah / Tidak Berhasil

0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan Il Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Perempuan dan Anak Triwulan Il Tahun 2025

Sasaran ’ Target Target Realisasi B4
o Program Indlkator: inarja Tahunan | Triwulanl |  Triwulan [l Capaian
1 | Tercapainya Persentase 9,24 0 0 0
Pengarusuta | kegiatan persen
maan Gender | perangkat
dan daerah yang
Pemberdayaa |sudah responsif
n Perempuan | gender
2 | Tercapainya | Rasio kekerasan | 15,01 6,15 % 6,15% 0
Perlindungan | terhadap persen
Perempuan perempuan (IKK
Outcome)
3 | Tercapainya | Persentase 48, 15 0 0 0
Pemenuhan Dekela persen
Hak Anak (desa/kelurahan
layak anak)
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Sasaran Target Target Realisasi o
Propram Indikator Kinerja Tahll;gnan Trim?an 1l Triwulan (1 Capaian
Tercapainya | persentase 100,00 100 % 100 % 100 %
Perlindungan | pengaduan persen
Khusus Anak | kasus anak yang
terlayani
| 100 %

Capaian kegiatan di triwulan Il antara lain ;

1. Sosialisasi Evaluasi PUG

2. Sosialisasi kekerasan berbasis gender yang dilaksanakan bersama dengan launching
UPTD

3. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berupa pemberian konseling dan

pendampingan dan pembekalan bagi anak yang mengajukan dispensasi perkawinan

Layanan penanganan kasus kekerasan dan anak

Rapat koordinasi dengan Relawan SAPA

Sosialisasi penerapan disiplin positif

Penguatan kapasitas kelembagaan forum anak

Rakor KLA dan kegiatan verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPEP dan 2 kegiatan Lembaga perempuan

© ®m N ;s

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapal tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan
kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai

berikut :
¢ Target Realisasi % capaian
Nao Kegiatan Anggaran Triwulan Ii Triwulan 11
Pelembagaan 12.980.000 6.220.000 1.845.000 29, 66 U4

Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada lembaga
pemerintah  kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan perempuan | 12.715.000 | 6.890.000 4.049.000 | 58,76 %
bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada

| Organisasi Kemasyarakatan
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| Target Realisasi % capaian
No | Kegtatan Anggaran Triwu%an i Srtiman )

kewenangan
| Kabu paten/Kota

Penguatan dan 124865000 | 86.880.000 | 74455300 | 85,7%

Pengembangan lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan perempuan
kewenangan
Kabupaten /Kota
4 | Pencegahan kekerasan B.895.000 B.B95.000
terhadap Perempuan
lingkup daerah
Kabupaten,/Kota
5 | Penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi
perempuan korban
kekerasan yang
memerlukan koordinasi
kewenangan
Kabupaten/Kota
6 | Penguatan dan 183.965.000 | 111.448.000 | 80.007.900 | 71,79 %
pengembangan lembaga
penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup
anak
7 | Pencegahan kekerasan 8.530.000 0 i} 0
terhadap tnak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah
upaten/Kota
8 g::yfd!aarﬁ;yanan bagi 37.483.000 | 25.201.000 |11.727.000 46,53 %
anak yang memerlukan
perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi
tingkat daerah
9 E::;E:tf:? f;:ta 5.282.000 2.943.000 1.564.000 53,14 %
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memetlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah
Kabupaten/Kota

8.527.000 9587 %

58.842.000 | 35.787.000 |19.924470 55,67 %

——l
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BAB 111
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capalan anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan

realisasi anggaran sebesar 62, 14 % efisiensi sebesar 60, 93 9

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan keglatan Kabid
PPPHAPPA Triwulan NI Tahun 2025 adalah segera melakukan koordinasi dengan

para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan

kegiatan dapat tepat waktu

Pekalongan, Juli 2025

Mengetahui

PPA Kabid PP, PHA dan PPA

<%

Endah Wulandari, 5.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020

%

Kepala

PU
NIP. 197005021995012001

E Dipindai dengan CamScanner



LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik {(good governance) mendorong peningkatan pelayanan
publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
DPMPPA PEKALONGAN,

FASEHAH, S.H.
Penata Tingkat |
NIP 19770208 199603 2 002

Laporan Kinega Triwulan Il Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Kewangan | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Parempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan, dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai

tugassebagai berikut .

1.
2,

12

Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
Memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan;

Melaksanakan fungsi akuntansi,

Menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;

Menyusun bahan profil perangkat daerah;

Mengelola data dan informasi;

. Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kineqa Thwulan [l Kepala Subbagian Fem_ncar:raan. Evaluasi dan Keuangan | Dinas
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,
dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun

2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

| -

FUNGSIONAL

| I T 1

KEFALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGLAN LIMLUM
PERENCANAAN, DAN KEPEGAWALAN
EVALLIASI DAN
T FENELAAH TEKNIS
KELOMPOK JABATAN [: KEGIATAN
] ! PENGADMINISTRASI
— PERKANTORAN
BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG KELEMBAGAAN
PEREMPUAN, PEMENUHAN MASYARAKAT DAN
HAK ANAK DAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPLAN AAASY AR ANAT
DAN ANAK
LUFTD
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjianjian kinerja,
kesepakatan antara penerima dan pember amanah atas kinerja terukur tertentu

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan

Tahun 2025
.~ | SASARAN |  INDIKATOR
NO strersitrd | viseitads TARGET KETERANGAN
| () (2) (3) (4) (5)
. Sasaran Kegiatan :

1 | Tercapainya | Persentase 100 persen | Formulasi . Persentase capaian
Perancanaan, ketercapaian sub kegiatan penyusunan
Penganggaran, dan | perencanaan, dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja penganggaran, perangkat daerah + Persentase
Perangkat Diaerah dan evaluasi capaian sub keg. Koordinasi

kinerja perangkst
daerah

Penyusunan Dokumen RKA -
SKPD + Persentase capaian
sub keg. Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dibagi 3
Tipe capaian . Semakin tinggl
semakin baik

Sumber data : DPMPPA

Laporan Kinega Trwuian i Kepala Subbagian Perencansan, Evaluasi dan Keuangan | Dinas
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SASARAN

INDIKATOR

NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1), {2) (3) 4 | (5)

2 | Tercapainya Persentase 100 persen | Formulasi - Persantase capaian
Administrasi ketercapaian sub keg. penyediaan gaji dan
Keuangan administrasi funjangan ASN + Persentase

| Perangkat Daerah kevangan capafan sub keg. Pelaksanaan
perangkat daarah penatausahaan dan
pengujlaniverifikasi keuangan
SKPD + Persentase capaian
sub keg Koordinasi dan
penyusunan Lap. Keuangan
akhir tahun SKPD dibagi 3
Tipe capaian : Semakin tinggi
samakin baik
Sumber data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersusunnya Jumiah Dakurmen 2 dokumen | Formulasi : Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah
Parencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggl
Perangkat Daerah semakin baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 2 dokumen | Formulasi - Jumlah Dokumen

Dokumen RKA- RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
' SKPD dan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Hasil Koordinasi Koordinasi Dokumen RKA-SKPD

Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tinggi

Dokumen RKA- Dokumean RKA- semakin baik

SKPD SKPD Sumber data - DPMPPA

3 | Tersusunnya Jumlah Laporan 15 laporan | Formulasi - Jumlah Laporan
Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinarja Perangkat
Kinerja Parangkat Perangkat Daerah Daerah
Daerah Tipe capaian - Semakin tinggi

semakin baik
Sumber dala : DPMPPA
4 | Tersedianya Gaji Jumlah Orang 18 Formulasi : Jumlah Orang yang
dan Tunjangan ASN | yang Menerima orang/bulan | Menerima Gaji dan Tunjangan
Gajl dan ASN
Tunjangan ASN Tipe capaian | Semakin tinggi
semakin baik
I I Sumber data : DPMPPA

5 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 12 Formulasi | Jumlah Dokuman
Dokumen Penatausahaan | dokumen | Penatausahaan dan
Penatausahaan dan | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pengujian/Verifikesi | Pengujian/Verifikas SKPD
Keuangan SKPD i Keuangan SKPD Tipe capaian ;| Semakin tinggi

semakin baik
Sumber data | DPMPPA
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| SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4 (5)
& | Tersusunnya ] Jumlah Laporan 1 laporan | Formulasi © Jumlah Laporan
Laporan Keuangan | Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akhir Tahur SKPD | Tahun SKPD dan dan Laporan Hasll Koordinasi
dan Laporan Hasil | Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan
Koordinasi Koordinasi Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tinggi
Laporan Keuangan | Laporan Keuangan ‘semakin baik
Alchir Tahun SKPD Akhir Tahun SKFD Sumber data | DPMPPA
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan  Rp 7.204.000,00 APBD
Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rp 1.558.000,00 APBD
RKA-SKPD
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 12.000.000,00 APBD
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Rp 2,726.088.000,00 APBD
5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Rp 38.530.000,00 APBD
Pengujian/Verifikasl Keuangan SKPD
& Koordinasi dan Penyusunan Laperan  Rp 1.444 000,00 APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Rp 2.787.834.000,00

Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rUmLs:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisas o 1oy
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

Laporan Kinerja Triwulan /| Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuvangan | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025



3. Rumus Efisiensi

rumus .

Capaian Indikator Kinerja = T8 x 100%
Realizas

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( StReaniimnerja y_ 4 4 100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil

65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Triwulan || Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

s.d. Triwulan |l Tahun 2025

Targst

Ne |  Sasaran Kinerja Indikater Kinefa Satuan T_Tm Tﬁﬂim sd. ol %
" : Triwulan 1 | SPP8ian
{ 1 2 = 3 4 5 6 7 8
saran Kegiatan
[ 717 Tercapainya Persantase persen 100 15,56 17,78 | 11427
| Perencanaan, ketercapaian
Penganggaran, dan | perencanaan,

| Evaluasi Kinerja
Paranghkat Daesrah

penganggaran, dan
avaluasi kinena

| perangkst daerah
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Target Realisasi
Sasaran Kinerja indikator Kinerja | Satuan | . oreel | sd sd o
] !

- 2 3 4 5 8 7 8
Tercapainya Persentase perssn 100 83.33 B3.33 100.00
Administrasi ketercapaian
Keusngan Perangkat | adminisirasi
Dasrah keuangan perangkat

daerah
Sasaran Sub Kegiatan
"4 [ Tersusunnya Jumlah Dekumen dokumen 2 1 1 100,00
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkst Daarah
Perangkal Daarah
Tersusunnya Jumiah Dokumen dokumen 2 - . -
Dokumen RKA-EKFD | RKA-SKPD dan
dan Laporan Hasil Laporan Hasil
Koordinasi Koordinasi
Fenyusunan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD | Dokumen REA-SKFD |
Tersusunnya Laporan | Jumlah Laporan laporan 15 7 7 100,00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinana
Perangkat Daerah Perangkat Dasrah
Tersedianya Gaji dan | Jumlah Orang yang orang/ 20 20 20 100,00
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN
L
| Tersusunnys Jumiah Dokumen dokumen 12 B 6 100,00
Dokumen Penatausahaan dan
Panalausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Pengujisn/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Tersusunnys Laporan | Jurmlah Laporan laparan 1 1 1 100,00
Keuangan Akhir Keuangan Alkhir
Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Laporan Hasil
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan | Penyusunan Laporan
Kauangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Rata-rata capaian kinerja 102,36 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah sebesar 102,38% dengan kategori
"Sangat Berhasil",

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan |l ini adalah sebagai
berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2, Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara

berkala.
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C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
, .
%
Pagu Pagu
N Target =.d. Realisasis.d. | Capalan
| ] R AR Anggeran T Shaan Triwulanil | Triwulanli | {(5)(4)"1
] (Rp) {Rp) 00}
|3 2 = === 5 8 7
1 | Penyusunan
Dokumen 7.204.000 6.904.000 4 611.000 1.840.000 39,90
Ferencanaan
Perangkat Dasrah
| 2 | Koordinas| dan
| Penyusunan 1.558.000 1.558.000 325.000 324 800 28,97
Dokumen RKA-
SKPD —l
3 | Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 12.000.000 10.830.000 4.751.800 3.718.000 78,24
4 | Penyediaan Gaji |
dan Tunjangan 2.726.098.000 2.728.098.000 | 1.947.421.000 | 1455110426 74,72
ASN
5 | Pelaksanaan
Penatausahaan 39.530.000 37.130.000 15.800.000 16.300.000 92,42
dan
PenguiisnVerifika
sl Keuangarn
SKPD
6 | Koordinasi dan
Penyusunan 1.444.000 1.284.000 1.443.800 1.263.900 87,58
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
I Jumiah 2.787.834.000 2783814000 | 1.978.352.800 | 1.480.557.226 T4 84
. - Rata-rata capaian 78,80

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 74 84%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwulan |l adalah sebesar 78,80%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan |l sebesar 102,38%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 36,80%.

1. Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir
bulanftriwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulan/triwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB IIl
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 102,38%,
sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan |l adalah sebesar 74,84 %, maka
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja triwulan I
sebesar 36,80%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan |l Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan,

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi,
Pekalongan, 1 Juli 2025
Mengetahui
Pit. SEKRETARIS KEPALA SUBBAGIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN
DPMPPA PEKALONGAN,
ENI PURW. . S.STP FASEHAH. S.H.
Pembina Penata Tingkat |
NIP 19860804 200412 2 002 NIP 19770208 199603 2 002

Laporan Kinerja Triwulan || Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangen | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu  cara  untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN

Penata Tingkat |
NIP. 19750620 199603 1 003

2025
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

1. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

2. melaksanakan dan mengelola  kegiatan  administrasi umum  meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, porpustaliaan dan
kearsipan;

3. melaksanakan kegiatan tata kelols barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah:

4. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

3. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan atau Standar Pelayanan (SP);

6. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB),
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan

7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I1

AKUNTABILITAS

RINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertaj dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah  komitmen penerima amanah dan
kesepalcatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertenty
berdasarkan tugas, fungsi, dan Wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun
2025 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1| 2 ) 3 4
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 paket
 beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
2 Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen 4 paket
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan 4 paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4 'Tersedianya Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan Rumah 4 paket
Tangga Tangga yang Disediakan
5 | Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 4 paket
Kantor Kantor yang Disediakan
6 | Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 13 paket
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
| Disediakan _

2025

ala Subbagfan Umum dan Kepegawaion | Dinas
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
= 2 3 4
7 | Tersedianya Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 1 dokumen
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang Disediakan
8 | Terselenggaranya Rapat Jumlah Laporan 85 laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9 | Tersedianya Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 4 Iap-:}r;n
Menyurat Surat Menyurat
10 | Tersedianya Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
11 | Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
12 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan -Ferurangan 16 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas
| Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
| atau Kendaraan Dinas Jabatan | dibayarkan Pajaknya
13 | Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit
/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
14 | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana 52 unit
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang
| Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya 3.650.000,00 APBD
2  Penyediaan Komponen Instalasi 1.710.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor APBD
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3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 44.952.000,00 APBD

4  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.050.000,00 APED
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
38.244.000,00 APBD

6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.380.000,00 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 2.530.000,00 APED

B Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 113.589.000,00 APBD

9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.520.000,00 APBD
10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 107.400.000,00 APBD

11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 160.348.000,00 APBD
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 71.960.000,00 APED
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 535.300.000,00 APBD

14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau 14.490.000,00 APBD
Bangunan Lainnya

Jumlah 1.103.123.000,00
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Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan |l Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Etasas 4 10094

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 2285 x 100%

Realizam
i

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( —SEZ=nTnens )—1x 100
-E'ﬂpl:ii'.tl! ﬂ‘l‘lﬂjﬂl‘ﬂﬂ

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

_ Skala Ordinal Predikat / Kategorl
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
75.154d.90 Tinggl / Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan 11 Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini ;
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
s.d. Triwulan Il Tahun 2025

: Target Target Realisasi ian
o S4b Keglatin Indikator Kineria SRR | o ainan sd. TWH | sd. TWII Ehg;
1 2 3 4 5 6 7 B
1 | Pengadaan Pakainn Dinas | Jumlah Paket Pakalan Paket 1.00 - -
Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
2 | Penyediaan Komponen | Jumizh Paket Komponen Paket 4,00 2,00 Z,00 100%
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor vang
> Disedialtan i
3 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Paket 4,00 .00 2.00 100%
Perlengkapan Kantor dan Perlenglkapan Kantor
yang Disediakan
4 | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumilah Paket Peralatan Paket 4,00 2,00 2,00 100%
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
5 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Paket 4,00 2.00 2.00 1009
Kantor Logistik Kantor yang
Disadiakan
& | Penvedizan Barang Cetakan Jumiah Paker Barang Paket 13,00 7.00 7.00 100,
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disedialan
7 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlak Dokumen Bahan Dokumen 1,00 - -
dan Peraturan Perundang- Baraan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan
vang Disedlakan
8 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 85,00 40,00 34,00 B5%
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordlnasi dan Konsultasi
SKPD
3 | Penyediaan jasa Surat Jumlah Laporan Laporan 4,00 2,00 200 100%
Menyural Penyediian Jasa Surat
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan Laparan 12,00 6,00 6,00 100%
Sumber Daya Alr dan Listrik Ponyedinan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
11 | Penyediaan Jasa Peldyanan Jumlah Laporan Laporan 12.00 6,00 6,00 1005,
Umum Kantor Penyediaan [asa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disedlakan
12 | Penyediaan [asa Jumlah Kendaraan Unit 16,00 2,00 200 100%
Pemeliharaan, Biava Perorangan Dinas atau
Pemealiharaan dan Pajak HKendaraan Dinas [abatan
Kendaraan Perorangan Dinas | yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya

labatan
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i Target | Targes | Realisasi | Capatan |
N Sub Tkato atuan :
2 agEn odiatae Kioerjs : Tahunan | sd TWIH | sdTWH | %
1 2 3 4 5 6 7 8 |
13 | Pemeliharaan/Rehabilltasi Jumiah Gedung Kantor Unit 3.00 2 . 100% |
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Eangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah Sarana dan LUinit 52,00 24,00 24.00 1000
Sarana dan Prasarana Frasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata capalan kinerja 48,756

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 98,75% dengan

Tinggi/Sangat Berhasil".

Capaian Anggaran

kategori

"Sangat

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :
Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
| PaguAnggaran | Targets.d. TW | Realisasis.d
N Sub Kegiata gu Angga arg sd. | Capafan
. ik (Rp) I | TWI %
| 2 3 3 | 5 f
1 Pengadaan Pakaian Dinas 3.650,000,00 - l -
Beserta Atribut
Kelenghapannya | -
2 | Penyediaan Komponen 1.710.000,00 B55.000,00 | 427.500,00 50%
Instalasi Listrik/Penerangan |
Bangunan Kantor
3 | Penyediaan Peralatan dan 44.952.000,00 | 33.654.500,00 | 29.522.547,00 | 87,72% |
Perlengkapan Kantor
4+ Penyediaan Peralatan Rumah 2.050,000,00 1.025.000,00 .
Tangga
5 Penyediaan Bahan Logistik 38.244.000,00 | 17.920.000,00 | 16.806.000,00 | 93,78%
Kantor
G Penyediaan Barang Cetakan 4.280.000,00 3.766.500,00 -
dan Penggandaan
7 | Penyediaan Bahan Bacaan 2.530.000,00 1.350.000,00 1.100.000,00 | B1,48%
dan Peraturan Perundang-
undangan
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Pagu Anggaran | Targets.d. TW | Realisasisd. | Capalan
No Sub Kegiatan (Rp) 1 TWII %
1 ¥ 3 4 5 6
B Penyelenggaraan Rapat 113.589.000,00 | 74.850.000,00 | 19.407.000,00 | 2593%
Koordinasi dan Konsultasi
SKFD
9 Penvediaan |asa Surat 2.520.000,00 1.400.000,00 - -
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 107.400.000,00 | 59.404.000,00 | 28918.630,00 48,68%
Sumber Daya Air dan Listrik
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan |  160.348.000,00 | 80.160.000,00 | 84.963.640,00 | 10599%
Umum Kantor
12 | Penyediaan |asa 71960.000,00 | 34172,500,00 | 29.419.000,00 | B6,09%
Pemeliharaan, Biaya
| Pemeltharaan dan Pajak
| Kendaraan Perorangan Dinas |
| atau Kendaraan Dinas
| Jabatan
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 535.300.000,00 | 534.850.000,00 | 31.196.000,00 5,83%
Giedung Kantor dan
| Bangunan Lainnya
14 | Pemeltharaan/Rehabilitasi 14.450.000,00 | 11L617.500,00 | 10.463.750,00 | 90,07%
| Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya [
jumiah 1.103.123.000,00
Rata-rata realisasi | 67.56%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggﬁnaan

anggaran adalah sebesar 67,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan 1l sebesar 98,75%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 46,17%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan

selesai di akhir bulan/triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulan/triwulan berikutnya.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 98,75%, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 67,56%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

pada capaian kinerja Triwulan |l sebesar 46,17%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian Triwulan [l Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Juli 2025
Mengetahui
Plt. SEKRETARIS KEPALA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOT@ PEKALONGAN, DPMPPA

PAPEKALONGAN,

NIP. 198608042004122002 NIP. 19750620 199603 1 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN 11 TAHUN 2025
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kepala UPTD PPA" Triwulan Il Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Kepala UPTD PPA" mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa eutput maupun outcomes,

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian Kkinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Sekretaris Kelurahan” melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 1Juli 2025

Kepala UPTD PPA

W

DYAH AYU ERMAWATIL S.KM
Penata Tingkat |

NIP. 19690902 199203 2 011
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kepala UPTD

PPA"™ mempunyai tugas :

1)
2)

3)
4

5)
6)
7)

Menyusun Program kerja UPTD PPA

Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
layanan pada UPTD PPA;

Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan
UPTD PPA;

Melaksanakan administrasi UPTD PPA;

Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Kepala UPTD PPA" sebagaimana gambar

1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA UPTD PPA

[ |EBEE F l. Y l
i: KELLMPOK IABATAN

FUNGSINAL

D S0 M S ol
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dckumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,

Adapun perjanjian kinerja “Kepala UPTD PPA" Tahun 2025 adalah sebagai

berikut ;
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala UPTD PPA
Tahun 2025
| | INDIKATOR o |
No SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN |
(1) (2) (3) (4) (5) |
Sasaran Kegiatan :
1 | Tercapainya Penvediaan Persentase 100 Formulasi : (Jumlah
Layanan Rujukan Lanjutan | korban persen | perempuan korban
bagi Perempuan Korban kekerasan kekerasan yang ditangani/
Kekerasan yang perempuan jumlah kasus kekerasan
Memerlukan Koordinasi yang terlayani pada perempuan yang
Kewenangan masuk ke UPTD PPA) x
Kabupaten/Kota 100
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMFFA
2 | Tercapainya Penyediaan Persentase anak 100 Formulasi : (Jumlah anak
Layanan bagi Anak vang korban persen | korban kekerasan yang

Memerlukan Perlindungan

kekerasan yang

ditangani/ jumlah kasus

Khusus yang Memerlukan | ditangani kekerasan pada anak yang
Koordinasi Tingkat Daerah | instansi terkait masuk UPTD PPA) x 100
Kabupaten/ Kota kabupaten/

kota Tipe capaian : Semakin tinggi
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INDIKATOR

|
TARGET

|
|

2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Kepala UPTD PPA" Triwulan 1l Tahun 2025

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

kinerja kegiatan,

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

realisasi indikator

tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus;

- Laporan Kinerja Triwulan I “Kepala UPTD PPA “DPMPPA Kota Pekalongan”, 2025

. NO SASARAN KINERJA KINERJA KETERANGAN
L@ (2) () (4) (5)
semakin baik ‘
| Sumber data : UPTD PPA
| | DPMPPA J
' Sub Kegiatan
1 | Tercapainya Koordinasi Jumlah Layanan | 24 | Formulasi : Jumlah Layanan H
| dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Layanan | Tindak Lanjut Pengaduan
' | Pelaksanaan Penyediaan Pengaduan yang memerlukan
l.ayanan Rujukan Lanjutan yang Sinkronisasi bagi Perempuan
| bagi Perempuan Korban memerlukan Korban Kekerasan
Kekerasan Kewenangan Koordinasi dan Kewenangan Kahupaten/
Kabupaten Kota Sinkronisasi Kota
. bagi perempuan
Korban Tipe capaian : Semakin tinggi
Kekerasan semakin baik
Kewenangan Sumber data ; UPTP PPA
Kabupaten. ' DPMPPA
| Kota y
2 Tercapainya Koordinasi ' Jumlah AMPK 24 Formulasi :Jumlah AMPK
Pelaksana Layanan AMPK yang Layanan | yang menda pat layanan
mendapatkan .
layanan Tipe capaian : Semakin tin ggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
| | DPMPPA Ll
Sub Kagiatan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Anggaran Keterangan
Pe!_aksanaan Penyediaan Layanan Rp 63.842.000 APBD
Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota Rp 42.483.000 APBD



Capaian Indikator Kinerja = “?““—"“1 X 100%
arger

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah real

rumis :

isasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

Capaian Indikator Kinerja = 222y 1001

Realizas

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut ;

EﬁSiEI’]Si: [ fapaian ¥iner/a 1 -1x 100

fapaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuaj

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori |
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1sd 75 Sedang / Cukup Berhasil i
50.1s.d. 65 Rendih / Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil =7

Adapun capaian kinerja “Kepala UPTD PPA" Triwulan 1l Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini -

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Kepala UPTD PPA”
Triwulan 11 Tahun 2025

I

[ Target | Realisasi .
N Target s/d s/d |
Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan | Triwula | Triwnlan C2P2ia
e — e ) | mf | W [®
1. Tercapainya Persentase korban
Penyediaan lkekerasan perempuan 100 % .
Layanan Rujukan |yang terlayani 100 persen 100 % | 100%
Lanjutan bagi | |
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Perempuan |
Korban Kekerasan
h,'ang Memerlukan
Koordinasj
Kewenangan
iKﬂbupaten;‘Hnm

2. Tercapainya Persentase anak korban
Penyediaan tkekerasan yang ditangani
Layanan bagi Anak finstansi terkait

ang Memerlukan |kabupateuf leota
Eﬁﬂﬁg?‘;ﬁ? 100 pE-rsenl 100 % 10 % 100%
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
| Kabupaten/ Kota o i

3. Tercapainya lumlah Layanan Tindak
Koordinasi dan Lanjut Pengaduan yang
Eﬁnkmn isasi memerlukan Koordinasi ‘
Pelaksanaan dan Sinkronisasi bagi
Penyediaan perempuan Korban 12 48
Layanan Rujukan |Kekerasan Kewenangan |24 Layanan L Layanan = 400%
Lanjutan bagi Kabupaten. Kota e
Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan

| |[Kabupaten Kota

4. Tercapainya Jumlah AMPK yang
Koordinasi mendapatkan layanan 12 Layanan |48 Lavanan
Pelaksana Layanan 24 Layanan ' = £00%
AMPK

Rata- rata 2509

Dari tabel diatasdapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja “Kepala UPTD PPA”
adalah sebesar 250,00 % dengan kategori * Sangat Tinggi/ Sangat berhasil *.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan Il ini adalah sebagai
berikut :

1. Adanya koordinasi yang intens dengan stakeholder

Z. Dukungan dan Kerjasama antar bidang di DPMPPA

3. Adanya komitmen atasan akan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
4

. Dalam satu kasus bisa dilakukan beberapa layanan. (adanya kasus kedaruratan
yang mengarah ke ranah hukum sehingga memerlukan pendampingan
maksimal)
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1.

Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran untuk

perencanaan kegiatan anggaran tahun depan serta menyiapkan pelaksanaan

kegiatan triwulan selanjutnya.

- Merevisi target tahunan jumlah layanan tindak lanjut pengaduan vyang

memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan

kewenangan Kabupaten. Kota dan jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel, 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

i Realisasi
Pagu Tarpet s/d 5/d -
s Anggaran iwulan 1 Y0 Capaian

No Kegiatan Tahunan | Fergeseran Trit;;{u!?n In Tﬂ‘-;’;p?ﬂ [(6)/(5)*100)
| (Rp) (Rp) P
(1) 2] (3] (4) (5] e . (7
1 | Koordinasi  dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Penvediaan

Layanan Rujukan | 63.842.000,-

Lanjutan bagi SB842000 | o pom 0y | 19924470 | 55,67 %

Perempuan

Korban Kekerasan

Kewenangan Kab/

Kota
2. | Koordinasi

Pelaksanaan $2.953.000 37.483.000 | 25201000 | 11.727.000 46,53 %
| Layanan AMPK |

| Rata-rata . 51,10 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan [I
adalah sebesar 51,10 %.
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Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar

51,10 %.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 389,24 %, yang berarti

terdapat penghematan penggunaan anggaran
Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir bulan sehingga
pertanggungjawabannya dilaksanakan di bulan berikutnya.

b. Beberapa penanganan dilakukan oleh tenaga profesi internal sehingga tidak

diberikan honorarium.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 250 % . dengan
kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil” sedangkan realisasi anggaran sebesar

51,10 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 389,24 9%,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka vang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala UPTD
PPA Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan agar selaras dan relevan dengan tugas
fungsi Kepala UPTD PPA yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak,

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

Kepala UPTD PPA

%/Lfﬂﬁ

NIP: 19690902 199203 2 011

2001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan 1I
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Pengawas Perempuan dan Anak

—-

Nadia Paramita, SE, MM

Penata Tingkat |
NIP. 19801214 201101 2 004
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan
Berdasarkan Peraturan Mentari PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. Analis Kebijakan Ahli
Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota
2. Mengumpulkan {(mengenali dan mencari) isu - isu kebijakan
3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda
kebijakan
4, Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan yang
bersifat sederhana (instansional)
5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan
6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan
(sesuai dengan kebutuhan) yang bersifat sederhana
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperclehdari penerapan metodologi
terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai
peserta /anggota
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota
9. Menganalisis permasalahan kebijakan
10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan
11. Menyusun draff konsep kebijakan yang bersifat penetapan
12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota
13. Menyiapkan bahan - bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan
14, Melakukan  kegiatan  sosialisasi  pelaksanaan  kebijakan  scbagai
peserta/anggota
15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan
berdasarkan sistem yang ada

16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang di

- Laporan Kinerja Triwulan Il Analis Kebifaican Ahii Muda | DPMPPA Kota Pekalongan 2025



tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

17. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara
berkelompok sebagai peserta/anggota

18. Mengolah dan menilai evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah di
tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

19. Menyusun laporan hasil penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta /anggota

20. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota

21. Menjadi saksi ahli

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN STSINAR ORGANISAS
DUfAS PEMAERDARAAN MASTARNLAT, PEREMPAN [

REPALA [iRAS

SEARETARIAT

| 1] T
UEE SUBBALIAN PEREMCANAMN SLBRAGLUN LIMUM DA
| RN EVALLAS, AN EUANGAN KEPEGHIAAY
FNGSONAL l
LT T
| |
DICAN HELEMBAGAAN BOANG PEVEERDAYAAN
MASTARMAT DN PERENPLAN, PENEN B AT
PEMBERTE A ANAK VRN PERLIBUNGAN
MESTARALAT PEREMPLIAN Dut ANAK

.
L w0 |
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Tahun 2025 adalah

sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Tahun 2025
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) ) | (3) (4) (5)
Sasaran Kegiatan :

B Tercapainya Pelembagaan | Persentase Sub Kegiatan 100 persen | Formulasi : Jumlah sub kegjatan
Pengarusutamaan Gender | yang responsif gender yang responsif gender pada tahun
(PUG) pada Lembaga -n [ target sub kegiatan yang akan
Pemerintah Kewenangan diresponsifkan gender s.d tahun
Kabupaten/Kota 2026 ( 372 sub kegiatan, 2 sub

kegiatan/OPD /tahun)x100%
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA
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NO SASARAN KINER]JA INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5]

Z | Tercapainya Persentase Organisasi 100 persen | Formulasi : (Jumlah organisasi
Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Lembaga kemasyarakatan/lembaga
Perempuan Bidang Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang dilatih /
Politik, Hukum, Sosial, dan mendapatkan sosialisasi/ jumlah seluruh organisasi
Ekonomi pada Organisasi | advokasi Pemberdayaan kemasyarakatan /lembaga
Kemasyarakatan Perempuan kemasyarakatan) x100%
Kewenangan Kabupaten / Tipe capaian : Semakin tinggi '
Kota semakin baik

Sumber data : DPMPPA

3 | Tercapainya Penguatan Persentase Perangkat derah | 100 persen | Formulasi - lumlah DWP yang
dan Pengembangan yang melaksanakan melaksanakan kegiatan / Jumlah
Lembaga Penyedia kegiatan dharma wanita seluruh Dharma Wanita yang ada
Layanan Pemberdayaan x 100%

Perempuan Kewenangan Tipe capaian : Semakin tinggi
Kabupaten/ Kota semakin baik
Sumber data ;: DPMPPA

4 | Tercapainya Penguatan Persentase ketercapaian 100 persen | Farmulasi Persentase |
dan Pengembangan Penguatan dan ketercapaian  penguatan  dan
Lembaga Penyedia Pengembangan lembaga pengembangan lembaga penyedia
Layanan bagi Anak yang penyedia layanan bagi anak lyanan bagi  anak yang
Memerlukan yang memerlukan memerlukan perlindungan
Perlindungan Khusus perlindungan Khusus khusus
Tingkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi
Kabupaten/ Kota semakin baik

Sumber data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersususnnya Dokumen Jumlah Dokumen hasil 4 dokumen | Formulasi : Jumlah Dokumen
hasil koordinasi dan Koordinasi dan sinkronisasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
sinkronisasi Perumusan Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan
Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
(PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi
Kabupaten/ Kota semakin baik

Sumber data : DPMPPA

Z | Tersusunnya Dokumen Jumiah Dokumen hasil 2 dokumen | Formulasi : jJumlah Dokumen
hasil Sosialisasi Susialisasi Peningkatan Hasil Sosialisasi Peningkatan
Peningkatan Partisipasi Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Bidang
Perempuan di Bidang Bidang Politik, Hukum, Politik, Hukum, Sosial dan
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NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) 2)_ ) (4) (5)
Politik, Hukum, Sosial dan | Sosial dan ekonomi ekonomi Kewenangan
ekonomi Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kabupaten,/ Kota
Kabupaten/ Kota Kota Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
3 | Terlayaninya Jumlah jumlah Lembaga Penyedia 2lembaga | Formulasi: jumlah Lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Penyedia Layanan Pemberdayaan
Layanan Pemberdayaaan | Perempuan Kewenangan Perempuan Kewenangan
Perempuan Kewenangan | Kabupaten/ Kota yang Kabupaten/ Kota yang Mendapat
Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Advokasi dan Pendampingan
mendapat advokasi dan Pendampingan Tipe capaian : Semakin tinggi
Fendampingan semakin haik

Sumber data : DPMPPA

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan If Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Realizasi
Targst

x 100%%

2. Apabhila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = ﬁﬂ"— x 100%

C. Capaian Indikator Kinerja

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori ]
90.1 s5.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
75.1s5.4.90 Tinggi / Berhasil
65.1s5.d. 75 Sedang / Cukup Berhasi|
S0.1sd.65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan [ Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Triwulan Il Tahun 2025
Target Realisasi | % Capaian
Sasaran Sub g . Target sampai sampai
o Kegiatan hinarar KClneiyy Tahunan dengan dengan
Triwulan Il | Triwulan ||

1 | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 4 dokumen 1 1 100 %
Dokumen Hasil | Hasil Koordinasi dokumen | dokumen
Koordinasi dan | dan  Sinkronisasi |
Sinkronisasi Perumusan
Perumusan Kebijakan
Kebijakan Pengarusutamaan
Pengarusutamaan | Gender (PUG)

Gender {(PUG) | Kewenangan

Kewenangan Kabupaten, Kota
- Kabupaten/Kota

bagi Perangkat

Daerah -

2 | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 2 dokumen 1 1 100 %
Dokumen Hasil | Hasil  Soslalisasi dokumen | dokumen
Sosialisasi Peningkatan |
Peningkatan Partisipasi
Partisipasi Perempuan di
Perempuan di | Bidang Politik,

Bidang Politik, | Hukum, Sosial dan
Hukum, Sosial dan | Ekonomi
Ekonomi Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/ Kota
Kabupaten/ Kota

3 | Terlayaninya Jumlah Lembaga | 2 lembaga - -
Jumlah  Lembaga | Penyedia Layanan
Penyedia Layanan | Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan
Perempuan Kewenangan |
Kewenangan Kabupaten/ Kota [
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Target Realisasi | 9% Capaian |
Sasaran Sub gy Target sampai silmpai
Nb Rskakin Indikator Kinerja Tahunan debgan devigem
Triwulan Il | Triwulan Il

Kabupaten/ Kota | yang

yang Mendapatkan | Mendapatkan

Advokasi dan | Advokasi dan

| Pendampingan Pendampingan
Rata-rata Capaian Crd

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut (penjelasan per indikator) :

1. Target sasaran sub Kegiatan tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan
Kabupaten/ Kota bagi perangkat daerah pada triwulan I (dua) adalah 100 %
(seratus), hal ini di karenakan realisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan [I
(dua) sesuai dengan target yang di tetapkan pada triwulan 11 (dua).

2, Target sasaran sub Kegiatan tersusunnya dokumen hasil sosialisasi peningkatan
partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan
Kabupaten/ Kota pada triwulan 11 (dua) adalah 100 % (seratus), hal ini
dikarenakan realisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan Il (dua) sesuai dengan
target yang di tetapkan pada triwulan II (dua).

3. Target sasaran sub Kegiatan terlayaninya jumlah lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan
advokasi dan pendampingan pada triwulan Il (dua) adalah 0 (nol), hal ini
dikarenakan kegiatan di targetkan pada triwulan 4. Pada triwulan 11 (dua) sudah
dilaksanakan kegiatan Halal bihalal Dharma Wanita Kota Pekalongan di Guess
House Pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 15 April 2025 dan Rapat
Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah pada tanggal 23 Juni 2025 di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Faktor Pendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan Il (dua) adalah sebagai
berikut :
1. Adanya koordinasi yang baik antar bidang dalam Organisasi Peranghat Daerah.
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2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat
Daerah lain yang terkait.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal dinas maupun
Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap triwulan
agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja,

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan serta tercapai target yang
sudah di tetapkan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda sangat tinggi (100%) karena
realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang di tetapkan .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk capaian kegiatan pada perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Ahli Muda

Triwulan selanjutnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak,

2 Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

3. Adanya monitoring dan evaluasi terkait kegiatan.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Analis Kebijakan Ahli Muda,
f! B =
S
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19801214 201101 2 004
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Muda Triwulan Il Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan Kkinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Muda melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 01 juli 2025
ANALIS KEBIJAKAN MUDA
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang
labatan Fungsional Analis Kebijakan Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai
berilut :

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta / anggota

2. Mengumpulkan ( mengenali dan mencari ) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional

3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan
( masalah formal )

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat
sederhana (instansional)

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan

6. Menyusun dan menetapkan metedologi untuk melakukan analisis kebijakan ( sesuai
dengan kebutuhan ) yang bersifat sederhana [ 1-2 metode )

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih
untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta / anggota

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompok sebagai peserta / anggota

9. Menganalisis permasalahan kebijakan

10.Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan

11.Menyusun konsep / draft yang bersifat beschiking ( penetapan )

12 Membahas konsep kebijakan sebagai peserta / anggota

13.Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan

14.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagal peserta / anggota

15.Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan
system yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantavan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta / anggota

17.Menyusun laporan hasil pemantavan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota

18.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta / anggota

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan / peraturan pemerintah sebagai peserta / anggota

21. Menjadi Saksi Ahli
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak. berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN FTELRAN ORGSR
[RAS FEWBRERDAVALY MASYARAKAT PEREMPUANDAR
FERLINTURGLY ANAY
| U
SENRETARMAT |
| 1] || | ] I
L] ] . SUBBAGIAN PERENCANAN, STABAGIAN UMAUM AW
| CELOMIOCMBATAN | BOALUAS CANGEUWGAN | | CERGAARN
= HUNGONA '
LITTTT]
| |
BOMG IELEMBGAAN MG PEMBERDATAMY
MASYARALAT DAN PEREMBAN, PEMENLIHAN ity
PEMBERDATARN ANAK DN PERL HOLNGAN
WASHARAKAT PERSMPUAN CAN ANA
|
1D
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BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja.

Melalui

perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Muda Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Muda
Tahun 2025
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Keterangan
Sasaran Kegiatan :

1 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap perempuan dibagi
Kekerasan pencegahan target kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap kekerasan terhadap terhadap perempuan dikali 100
Perempuan Lingkup | perempuan Lingkup Tipe capaian : Semakin Hnggi semakin
Daerah Kab / Kota | Daerah Kab / Kota baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap anak dibagi target
Kekerasan pencegahan kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap Anak Kekerasan Terhadap terhadap anak dikali 100
yang Melibatkan Anak yang Tipe capalan : Semakin tinggi semakin
Para Pihak Lingkup | Melibatkan para baik
Daerah Kab / Kota | Pihak Lingkup Sumber data : DPMPPA

| Daerah Kab / Kota

3 | Tercapainya Persentase  forum 100 Formulasi : (Jumlah forum anak yang
Penguatan dan anak yang aktif persen | aktif / jumlah forum anak se kota
Pengembangan Pekalongan) X 100%
Lembaga Penyedia Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Layanan baik
Peningkatan Sumber data : DPMPPA
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kab/ Kota
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Keterangan
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersusunnya jumlah Dokumen 3 Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil
Dokumen Hasil Hasil Koordinasi dan | Dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Pelaksanaan Kebijakan, Program Terhadap Perempuan Kewenangan
Kebijakan, Program | dan Kegiatan Kabupaten/Kota
dan Kegigtan PenEegaban Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Pencegahan Kekerasan Terhadap batk
Kekerasan Perempuan Lingkup | g

| Sumber data : DPMPPA
Terhadap Daerah Kabupaten /
Perempuan Lingkup | Kota
Daerah Kab [ Kota

2 | Terlayaninya SDM Jumiah SDM | 27 Orang | Formulasi :jumlah SDM Penyedia
Penyedia Layanan Penyedia  Layanan Layanan yang terlatih dan
yang terlatih dan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan
mendapatkan mendapatkan dan Penanganan AMPK
sertlrﬁkat sert!ﬁl-mt Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Perlindungan dan Perlindungan dan baik
Penanganan AMPK | Penanganan AMPK Sumber data : DPMPPA

3 | Terlaksananya Jumlah kegiatan 1 Formulasi Jumlah kegiatan
kegiatan pencegahan KtA | Kegiatan | pencegahan KtA terpadu
penceginn KA terpady Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
terpadu baik

Sumber data : DPMPPA
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan [l Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 3saliss 1000
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 125222 % 100%

Realioas

CAPAIAN INDIKATOR KINER]A
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65:1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.154d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0s54d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan Il Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Muda
Triwulan Il Tahun 2025
Target Realisasi %
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Capaian
Tahuhan sd. TW. sd. TWIL | sd. TWI | sd. TWN
1 | Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapaian 100 persen 3333 66,66 33,33 66,66 100
Kekerasan Terhadap Perempuan pencegahan kekerasan
Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | terhadap perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten
/ Kota
2 | Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapajan 100 persen - . =
Rekerasan Terhadap Anak yang pencegahan Kekerasan
Melibatkan Para Pihak Lingkup Terhadap Anak yang
Daerah Kabupaten / Kota Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten
/ Kota
3 | Tercapainya Penguatan dan Persentase forum anak 100 persen . -
Pengembangan Lembaga Penyedia | yang aktif
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten / Kota
Rata - rata Capaian | 100

- Laporan Kinerja Triwulan Il Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2025




Target Realisasi Uh
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerfa - L-apaian
Tahunan | SATWI | sdTWMl | sdTWI [ sdTw.i
1 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 3 dokumen | 1dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen 100
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Program Sinkronisasi Pelaksanaan
dan Kegiatan Pencegahan Kebijakan, Program dan
Kekerasan Terhadap Perempuan Kegiatan Pencegahan
Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | Kekerasan Terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten / Kota
2 | Terlayaninya SDM Penyedia Jumlah SDM Penyedia 27 orang - - -
Layanan yang terlatih dan Layanan yang terlatih dan
mendapatkan sertifikat mendapatkan sertifikat
Perlindungan dan Penanganan Perlindungan dan
AMPK Penanganan AMPK
3 | Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan 1 kegiatan - -
pencegahan KtA terpadu pencegahan KtA terpadu
Rata-rata Capaian | 100
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Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 11 berdasarkan table

di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab
/ Kota, target tahunan 3 dokumen dengan rincian kegiatan : Sosialisasi
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Rapat Koordinasi Perlindungan
Perempuan dan Anak dan Rapat Koordinasi Puspaga.

2, Telah terlaksana 2 rincian kegiatan yaitu Sosialisasi Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak serta Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
sehingga telah tercapai 2 dokumen.

3. Sedangkan kegiatan Rapat Koordinasi Puspaga sebagian telah dilaksanakan di
Triwulan pertama, namun target seluruhnya ada di Triwulan IV sehingga
capaian kegiatan akan diperhitungkan di Triwulan IV
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Muda adalah sebesar 100 % dengan
kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Muda Triwulan 11
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
Pelaksanaan yang tepat waktu sesuai perencanaan sehingga capaian kinerja

terkondisikan sesuai target.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG PP. PHA DAN PPA ANALIS KEBIJAKAN MUDA
J
ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19740529 204701 2 005
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 11
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Muda Tingkat |
NIP. 19960311 202012 2 026

= =y
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah
Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan yakni melakukan kegiatan
penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Frérjanﬁan kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan

Tahun 2025

No | Sasaran Sub Kegiatan ]

Indikator Kinerja

Target

1. | Terlayaninya
Peningkatan
Hidup

| Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kualitas
Anale

Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup  Anak  Kewenangan
Kabupaten/Kota

300 orang

2. | Tersusunnya Dokumen
Hasil Penguatan
Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan  Kualitas

Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen
Penguatan Jejaring  Antar
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Hasil

Penjelasan Tabel 2.1

2dokumen |

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah Anak yang Mendapatkan

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target

kinerja 300 orang yang terdiri dari 200 anak peserta Festival Anak, 50 anak

peserta Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak dan 50 anak penerima

manfaat Layanan PUSPAGA.
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2. Terkait Indikator Kinerja kedua Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota target kinerjanya berjumlah 2 dokumen yakni dokumen
kegiatan Pelatihan KHA dan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga.

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 11 Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan,

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerfa atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = B=lisas  y 10004

Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = L::EL x 100%
Fownlosms:

CAFPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
. Skala Ordinal Predikat / Kategori |
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil ,.
75.15.d.90 ___Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan

Triwulan |l Tahun 2025

No e Indikator Kinerja Tarpat 10 - | AR
Kegiatan Tabhunan | TWI | TWII | TWI | TWII
1 ! Terlayaninya Jumlah  Anak | 300 13 49 | 13 49 100%
' Peningkatan ' yang | orang | orang | orang | orang | orang
Kualitas ~ Hidup | Mendapatkan
Anak Kewenangan | Layanan
Kabupaten/Kota Peningkatan
Kualitas  Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten /Kota
2 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 2 1dok | - 1dok - 100% |
Dokumen Hasil Hasil Penguatan | dokumen | -
Penguatan lejaring Antar
Jejaring Antar Lembaga
Lembaga Penyedia | Penyedia
Layanan Layanan
Peningkatan Peningkatan
Kualitas Hidup Kualitas Hidup
Anak Kewenangan | Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan
| Kabupaten /Kota
|
_ Rata-rata Capaian 100% |
Penjelasan Tabel 2.3.

1. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 49 orang yang terdiri dari 35 anak yang

mendapatkan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Forum Anak, 12 anak yang

mendapatkan pendampingan dispensasi kawin dan 2 anak yang mendapatkan

konseling psikologis. Terdapat perubahan target yang semula target berada di

Triwulan [l dan IV, namun di TW | dan |l sudah ada realisasi dikarenakan

pendampingan PUSPAGA tidak dapat diprediksi disesuaikan dengan kebutuhan

klien.
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Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan Il ini adalah sebagai

berikut :

L. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Forum Anak dilaksanakan sesuai
dengan Jadwal yang telah direncanakan dan sesuai dengan anggaran kas yang
tersedia,

2. Penjadwalan Pendampingan PUSPAGA juga dibuat sesegera mungkin sehingga
Klien PUSPAGA tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menunggu jadwal
pendampingan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut

L. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD seperti
Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Tim PUSPAGA.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan
agar seluruh kinerja dapat tercapat sesual dengan target kinerja,
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

-

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan

kategori Sangat Berhasil,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan [I

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang- di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak,

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Penelaah Teknis Kebijakan,
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19960311 202012 2 026
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 11
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN]). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan,

Pekalongan, 1 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Muda
NIP. 19940923 202203 2 013
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analls Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawal Negeri Sipil pada Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan
mempunyai uraian tugas jabatan adalah melakukan kegiatan penelaahan kebijakan
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini ;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalul perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsl, dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sehagal
berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
Nao Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Teradvekasinya dan Jumiah Lembaga Penyedia Layanan | 2 lembaga |
terdampinginya Lembaga Penyedla | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
| Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota  yang  Mendapat
Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten/Kota
Z Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan | dokumen
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas | Kualitas Hidup  Anak Kewenangan
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 1l Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.

L. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Bealisasl 19004
Targst

Z. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerfa atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerfa, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = i_ﬁ& x 100%
R SEE
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri
No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:
Tabel 2,2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
75.1d. 90 Tinggl / Herhasil
65.1s5d 75 Sedang / Culup Berhasi]
50.15d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 1l Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah Ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kehijakan

Triwulan Il Tahun 2025

Target Realisasi |
No Sasaran Sub Kegiatan Indlkator Kinerja TI?EE“ ™ | T™W | W ™ | TW | TW {Za::ian |
1 m | w imo|m | w
1| Teradvokasinya dan terdampinginya | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 2 lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota vang - 2 = - .
Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Advokasi dan
- Pendampingan
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 5 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 1 2 3 - 200 %
Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten /Kota
Kahupaten /Kota
Rata-rata Capaian 300%
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1. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
berjumlah 2 (satu) Lembaga yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota
Pekalongan dan Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) Kota Pekalongan,

1) Kegiatan DWP Kota Pekalongan pada Triwulan 11 yang telah dilaksanakan yaitu
meliputi :
a. Halal Bi Halal DWP Kota Pekalongan berjumlah 1 (satu) kali pada tanggal 15
April 2025
b, Rapat Kerja dan Sosialisasi Pengolahan Sampah berjum;ah 1 (satu) kali pada
tanggal 23 Juni 2025

2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota herjumlah 5 (lima)
dokumen meliputi dokumen :

a. Soslalisasi Internet Aman untuk Anak

b. Koordinasi Kota Layak Anak (KLA)

c. Advokasi Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kecamatan

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

e. Sosialisasi Pengembangan Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Target dokumen yang tersusun pada Triwulan |l berjumlah 1 (satu) dokumen yaitu
Sosialisasi Pengembangan SRA pada tanggal 30 April 2025. Namun berkaitan
dengan dilaksanakannya Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA Tahun 2025 oleh
Kemen PPPA Rl maka Koordinasi Pengembangan KLA serta Monitoring dan
Evaluasi Pengembangan KLA telah dilaksanakan dan dokumen telah tersusun.
Sehingga capaian pada Triwulan 1l berjumlah 3 (tiga) dokumen yang terdiri dari :

1) Sosialisasi Pengembangan SRA melalui Penerapan Disiplin Positif
2) Koordinasi Kota Layak Anak (KLA)
3) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa reallsas|
capaian kinerfa Penelaah Teknis Kebijakan adalah sangat berhasil. Hal ini
dikarenakan adanya pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA
Tahun 2025 dilakukan di Triwulan 1.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan il
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

L. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi,

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP,PHA dan PPA Penelaah Teknis Kebijakan
S
NIP. 19800512 200512 2 020 NIP. 19940923 202203 2 013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis
Kebijakan Triwulan |l Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa
output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Muda Tingkat I/ b
NIP. 19891116 202012 2 012
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis
Kebijakan Triwulan |l Tahun 2025 dapal diselesalkan lepat wakiu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagal bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerinlah (SAKIP) merupakan salah salu cara untuk mewujudkan lata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkalan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa
output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

&

Ariefa Risydiana Maulida, S.IP
Penata Muda Tingkat If lllb

NIP. 19891116 202012 2 012
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DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Stukbir OrGEIBE ..............c i iamiiiinmmmitisisisioisrsrasrssioisn 1
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakal, Perempuan dan Perlindungan Anak Kola
Pekalongan, Jabalan Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas
jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebljakan pada sub bagian umum dan kepegawaian.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis  Kebijakan
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

SEKRETARIS DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG
PENELAAH
TEKNIS
KEBIJAKAN
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BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjlan Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalul perjanjian kinera, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang lersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target

Tersusunya bahan-bahan kerja
yang berkaitan dengan bidang
kepegawaian sesual dengan
prosedur yang beraku untuk
keparluan penyelesaian
pekeraan

Jumiah laporan kepegawaian
yang tercipta

1 Laporan

Terlaksananya administrasi
kepegawaian yang meliputi
kenalkan pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan penghargaan
secara cepat dan tepat.

Jumlah laporan administrasi
vang tersusun

1 Laporan

Terlaksananya koordinasi
dengan unit kerja instansi
sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk  kelancaran

pelaksanaan lugas

Jumlah koordinasi yang
terlaksana

12 Kali

Tersusunnya laporan  hasil
pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku
sebagal bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban

Jumlah laporan pelaksanaan
tugas yang tersusun

1 Laporan

Laporan Kinerja Triwulan Il “Penelaah Teknis Kebifakan"|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 1l Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara larget dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Btalisan 10094
Targer

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = T2 ¥ 100%
Realisan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat | Kategori
90.1 s.d. lebih Sangal Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 5.d. 90 —_ Tinggi/ Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah [ Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil
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Adapun capalan kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun 2025 sebagaimana label

2.3 dibawah Ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |l Tahun 2025
Target
Indikator Target Realisasi %
No | UralanTugas Kinerja | Tahunan | ™" | Triwulan Il | Capalan
Tersusunya bahan- | Jumiah 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%
bahan kerja yang laporan
berkaitan dengan kepegawaian
bidang kepegawaian | yang tercipla
1 sesuai dengan
prosedur yang
berlaku untuk
keperiuan
penyelesalan
pekerjaan
Terlaksananya Jumlah 1 1 1 Laporan | 100%
administrasi laporan Laporan | Laporan
kepegawaian yang | administrasi
o | meliputi kenaikan yang tersusun
pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan
penghargaan secara
cepat dan tepat.
Terlaksananya Jumlah 12 Kall |6 Kall B Kali 100%
koordinasi dengan | koordinasi
unit kedja instansi yang
3 sesuai dengan teraksana
prosedur yang
berlaku untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas
Tersusunnya Jumiah 1 1Laporan | 1Laporan | 100%
laporan hasil laporan Laporan
pelaksanaan tugas | pelaksanaan
4 sesual dengan tugas yang
prosedur yang tersusun
berlaku sebagai
bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban
Rata-rata Capaian 1009
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BAB lll PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan |l Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar
100% dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangal berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Sub Bagia um dan Kepegawaian Penelaah Teknis Kebijakan

Fd
Ariefa Risydiana Maulida, S.IP
50620 199603 2 002 NIP. 19891116 2020122 012

NIF,
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Winda Riza Pratiwi, SE
Pangkat/Gol. IX
NIPPK. 19910102 202421 2 008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyal uraian

tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan ldentifikasi;
2. Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat,

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan

masyarakat.

B. Struktur Jabatan
Struktur  organisasi  jabatan Penggerak  Swadaya — Masyarakat

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
EADAH EUELAN GROANTEAS]

DGR PEMBERDAYAXN MASYARATAT PEREMPN DUN
PERLIRDAN ALK,

HEPALA DINAS
SEIRETARAT
|
IETL L] SBAGUN PERENCANAMN SUBBAGIAN UNUM AN
b= RELCRMPOK IMBATAN = EVALLIS, DN FERLEMEAN REFELERAILY
H o ORNGINL
HERER
HOANG VELENAGAAN BOANG PENGERDATALY
MSHARAIAT DAN SEAEMPLIAN, PENEAN AN HAR
PEMBERTAVAAN A 4N AL
MASTARATAT FEREMPLILN DA AN
WL
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertal dengan indikator kinera.
Melalui penjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun pernjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerna Target

1 [Tersusunnya Dokumen Kerja  Jumlah Dokumen Kerja

Sama Antar Desa dengan Pihak Sama Antar Desa dengan

Ketiga dalam Kabupaten/Kota  Pihak Ketiga dalam Sipamen
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong  [Fasilitasi Bulan Bhakti 1 Laporan
Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat

EW Laporan Kinerja Triwulan I "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan Il

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja rumus:

Capaian Indikator Kinerja=

Targert

Realisasi 40004

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= —%E*_  x1000%

Realisasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu -

interpretasi

Tabel 2 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

penilalan dengan

Skala Ordinal Predikat/Kategori
90.1 s.d lebih Sangat Tinggl’ Sangat Berhasil
iH.1sd B0 Tinggi/Berhasil
b6h1sd b Sedang/Cukup Berhasil
.1 s5.d bo mendan/ | idak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerna Penggerak Swadaya Masyarakat Tnwulan [l

Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Fengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Triwulan Il Tahun 2025

Realisasi
: 5 : Target o
Mo Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | Twi |Twi ! Twm | Twiv | Capaian
1 [Tersusunnya Jumiah Dokumen
Ciokumen Kena Kera Sama Antar
_ J laporan| 1 1 = = 66
Sama Antar Desa  Desa dengan Pihak
dengan Pihak Ketiga Ketiga dalam

Laporen Kinsrja Triwulan I "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama®|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025




Realisasi

, - ) Target (74
Mo Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | Twi |Twinl Twm | Twiv | Capaian
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Jumlah Laporan Hasll
|aporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
Fasilitasi Bulan Gotong Royong 1 laporan - = : _ 0
Bhakti Gotong Masyarakat
Royong Masyarakat
Rarta-rata Capaian 33

Laporen Kinsrja Triwulan II "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”|
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025




BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Triwulan |l adalah
sebesar 66 % dengan kategori “Sedang / Cukup Berhasil". Artinya capaian kinerja
mencapal target yang telah ditetapkan

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penggerak Swadaya
Masyarakat Triwulan |l Tahun 2025 adalah sebagal berikut.
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

arganisasi.
Pekalongan, 01 Juli 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Pemberdayaan Masyarakat

( }/ /
. 'ﬁ‘il‘!’dﬂ Riza Pratiwi.SE
NIP.19860804 200412 2 002 NIPPK. 19910102 202421 2 008

Laporan Kinerja Triwulan || “"Penggerak Swadsya Masyarakat Pertima”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak” 2025






LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Penel IS [Kebijakan
|'l -

Desi tLéstari S .E
Pangkat/Gol. lli/b
NIP. 19891212 202012 2013
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah Teknis
Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BACAN SUSUNAN ORCARIAL
DAY PEMGIERTHYAAN MASYARAELT, PEREMPUAN DN

PERLINDINGAY ANAK
| eEpaia Dmas
1+ RIRRETARIAT
Saiias=!
W) '
= ' SUBBAGIAN FERENCANARN, | SUBMGIN UMUM DN |
Ll EELOMPOK JABATAN EVRLUA DN KEUANGAN KERESAMALAN
- FUNGSI0NAL
I
| BiDUNG EELEMERGARY SDANG PENEIRDAYARN
MASYARKIAT 4% PERENRLLAN, PEMENIIMAN HaK
PENBERCAYVALY ANARK DAN FERUNDUSGAN
MASTARATAT FEAERPLIAN CAN ANAK

(12t



BABII

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

No

No

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Tercapainya Pemberdayaan Persentase lembaga
Lembaga Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang terfasilitasi dalam
Pemberdayaan Desa dan peningkatan kapasitas dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah |diberdayakan
Kabupaten/Kota serta 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
'Sama dalam Daerah
:Kabupatann(cta
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Tersusunnya Dokumen Hasil Jumilah Dokumen Hasil 1 dokumen

Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan




Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Tertingkatnya kapasitas

Jumlah Lembaga 1 lembaga
Lembaga Kemasyarakatan E:Kemasyarakat&n
Desal/Kelurahan (RT, RW, PKK, 'Desa/Kelurahan (RT, RW,
iPnsyandu. LPM, dan Karang r KK, Posyandu, LPM, dan |
Taruna), Lembaga Adat iKarang Taruna), Lembaga il
Desa/Kelurahan dan Masyarakat| at Desa/Kelurahan dan |
‘Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat |
| yang Ditingkatkan |
| Kapasitasnya
Tersusunnya Laporan Hasil Jumiah Laporan Hasil 1 laporan

Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknaologi
Tepat Guna

Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna




B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 2=£:=2&  » 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Z287_  x100%
Healism

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setfiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal
_'_Bkllaﬂr:ﬂnll Predikat/Kateg
8. al
75.1 s.d. QI'J
65.15.d.75
50.15.d.65

0sd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan Il Tahun 2025

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Targel _Target RgaHsasi %,
) ‘Tahunan |Triwulan Il [Triwulan |l Capaian |
Tercapainya Persentase lembaga
Pemberdayaan kemasyarakatan yang
Lembaga terfasilitasi dalam
Kemasyarakatan  peningkatan '
1 ; : 100 % 0 0 )

yang Bergerak di kapasitas dan

Bidang diberdayakan
Pemberdayaan Desa
an Lembaga Adat




Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat

Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
h(abupatanﬂ(ota

Tersusunnya
Dokumen Hasil
Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan

Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
IIH‘l.r"l.-‘. PKK, Posyandu,
ILPM, dan Karang

Jumlah Dokumen
Hasil Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga

1

dokumen

kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
\Adat DesalKelurahan
idan Masyarakat

Taruna), Lembaga |Adat Desa/Kelurahan
Adat Desa/Kelurahanidan Masyarakat

dan Masyarakat Hukum Adat

Hukum Adat

Tertingkatnya Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
!LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga

Lﬂ'«dat Desa/Kelurahan

an Masyarakat
Hukum Adat yang

1 lembaga




Hukum Adat Ditingkatkan

Kapasitasnya
Tersusunnya Jumlah Laporan Hasﬂl
Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah
Fasilitasi Pemerintah |Desa dalam
Desa dalam Pemanfaatan 1 laporan 0 0 0
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Teknologi Tepat Guna
Guna

Rata-rata Capaian 25




BABII|
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan 1l adalah
sebesar 0% dengan kategori “Sangat Rendah".  Dikarenakan target kinerja
seluruhnya berada di Triwulan IV.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

arganisasi.
Pekalongan,01 Juli 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan,

."-.

/!

Desi Lestari SE

Eni Purwanti, S.STP
NIP.19860804 200412 2 002 NIP. 18891212 202012 2013




LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025

Ripindai dengan

8 CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai
Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau
Kelurahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efekfivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
Pangkat/Gol. lil/a

NIP. 19950430 202203 2018

Laporan Kinerfa Triwulan Il "Penelaah Teknis Kebijakan®|
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak®, 2025

Dipindai dengan |
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawali MNegeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit
agar hasil telaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saranfrekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kemasyarakatan sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Ta.hun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen Rumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serla
Perkembangan Desa  |Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen
erta Lomba Desa dan
F(elurahan
2 [Tersusunya Dokumen Uumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
asil Fasilitasi Tim Tim Penggerak PKK dalam
enggerak PKK dalam |Penyelenggaraan Gerakan
enyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan | 1 Dokumen

erakan Pemberdayaan
asyarakat dan
esejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga

¥ Laporan Kinerfa Triwulan Il “Penelaah Teknis Kebijalan®|

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025

Dipindai dengan |
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Reslissf % 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capatan Indikator Kinerja= “T_:l'tli x100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal
okala

Ordinal Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.15.d. 90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rer;ieaﬂq; Si:i-:ngat Tidak

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Laparan Kinerfa Triwulan If *Penelaah Teknls Kebijakan”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025

Dipindai dengan |
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Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan

Tabel 2.3

Triwulan Il Tahun 2025

Realisasi %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja T:}fﬁﬁ, TWITTWII Capaian
1 [Tersusunnya Dokumen Uumlah Dokumen |2 Dokumen | 0 2 100 %
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa  Perkembangan
erta Lomba Desadan [Desa serta Lomba
Feiurahan Desa dan Kelurahan
2 [Tersusunya Dokumen Pumlah Dokumen |1 Dokumen | 0 0 0%
asil Fasilitasi Tim Hasil Fasilitasi Tim
enggerak PKK dalam |Penggerak PKK
enyelenggaraan dalam
erakan Pemberdayaan Penyelenggaraan
asyarakat dan Gerakan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan
asyarakat dan
esejahteraan
eluarga
50% N
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan [l adalah sebesar
50% dengan kategori “Rendah". Artinya capaian kinerja belum mencapai larget yang
telah ditetapkan karena akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan II
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan

dan Pemberdayaan Masyarakat,

Eni Purwanti, 5.STP Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
NIP.19860804 2004122002 NIP. 19950430 20220320
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil
TRIWULAN lITahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK])
sebagai bagian dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa outpuf maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan,
Arsiparis Terampil

DYA AYU PRAMITHA, A.Md
Pengatur Tk. |

NIP. 19970131 201903 2 002

Laporan KinerfaTriwulan II "Arsiparis Terampil”|
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur OrganiSasi ...
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip
Masional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas

Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil Triwulan Il Tahun 2025 mempunyai uraian
tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan
Arsip
Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
Melakukan Preservasi Arsip

4. Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

SEKRETARIS DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
HEASUBAG: RENVAL KASUBAG UMPEG
ARSIPARIS
TERAMPIL
JPELAKSANA

Laporan Kinerja Triwulan IT  "Arsipariz Terampil”|
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BAB i

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Arsiparis Terampil Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil
Tahun 2025
| No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
| 1 | Membuat dan Menerima | Jumlah Arsip/Naskah Dinas 600
Arsip/Naskah  Dinas  dalam | yang tercipta Surat/Dokumen
Rangka Penciptaan Arsip
2 | Melakukan Pemberkasan Arsip | Jumlah Arsip Aktif yang 600
Aktif diberkaskan Surat/Dokumen
3 | Melakukan Perawatan dan | Jumlah Arsip yang 300
Pemeliharaan Arsip dipreservasi Surat/Dokumen
4 | Melaksanakan tugas-tugas lain | Jumlah tugas-tugas lain yang 24 kali

yang diberikan atasan

diberikan atasan vang
dilaksanakan

2 Loporan Kinerjo Triwulan [T “Arsipariz Terampil”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan |l Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = B=2l=2  + 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja= =222 x 100%

Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil
B5.1sd 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan |l Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

= Loporan Kinerjo Triwulan [T “Arsipariz Terampil”|
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil Triwulan || Tahun 2025

. Indikator Target Target Realisasi %
Moi| UretanTuges Kinerja Tahunan ' Triwulan |l ' Triwulan Il | Capaian
Membuat dan
Menerima

, |ArsiNaskan | JUmaR | 600 Sura | 150 Surat/ | 150 Sural 100%
Dinas dalam WE it Dokumen | Dokumen Dokumen =
Rangka yang tercipta
Penciptaan Arsip
Melakukan Jumilah arsip

o | Parberacms yang ﬁggksurat [ Dﬁgksurat f1 DEDkSurat ! 100%
Arsip Aktif diberkaskan Hnen Hnen rimen
Melakukan .

3 Perawatan dan J;nmlah s 300 Surat/ | 75 Surat/ | 75 Surat/ 100%
Pemeliharaan gi Eﬁih . Dokumen | Dokumen Dokumen -
Arsip P
Melaksanakan SUL:QFEEE#QEE'

4 L‘;%agsj;%ﬁ;?:” yang diberikan | 24 kali 6 Kali 6 Kali 100%

atasan yang
s dilaksanakan
Rata-rata Capaian 100%

Loporan Kinerjo Triwulan [T “Arsipariz Terampil”|
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BAB Il
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan |l Arsiparis Terampil adalah sebesar 100%

dengan kategor Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakat
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Juli 2025
Mengetahui
Kepala Sub Bagian m dan P_ﬁepegawaian Arsiparis Terampil
Andi Haryanto, SE Dya Ayu Pramitha, A.Md
NIP. 19750620 199603 2 002 NIP. 19970131 201903 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj)
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(goed governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pengadministrasi Keuangan mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektlitas dan efesiensi kinerja
Pengadministrasi Keuangan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada
Perjanjian Kinerja Tahun2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Pengadministrasi, Perkantoran

Pengatur Tk 1
NIP. 197601112012121001
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawal Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , Pengadministrasi

Perkantoran mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumentasi surat / dokumen / berkas keuangan .

2. Tersedianya penerimaan, pencatatan dan penyortiran surat/ dokumen/
berkas keuangan.

3. Tersedianya administrasi urusan bidang keuangan, dan
mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan .

4, Tersedianya pengelompokan surat/dokumen/berkas keuangan menurut
jenis dan sifatnya.

5. Tersedianya berkas Penatausahaan keuangan

Laporan Kinerja Triwulan I Pengadministrasi Perkontoran Dinas Pemberdayaan
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021,
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEFALA THMAS
SEKRETARIAT
SiFE BAGIAN FERENCAMAAN, [ —— SUB BAGIAN UMLIM DN
EVALLIAS] DAN KELIANGAN KEPEGAWALAN
KELOMPOK [ABATAN
FLUNGSIOMAL FEMELAAH TEKNIS
EEGIATAN
BIBANG PEMBERDAYAAN BIDANG KELEMBAGARN
PEREMPUAN, PEMENLUHAN MASYARAKAT DAN
HAK ANAK DAN PEMBERDAY AAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN MASYARAKAT
DAN ANAK
PR
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia,

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025

adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
No Uraian 'i'ugas 1 Indikator Kinerja Target |
1 Tersedianya dokumentasisurat/ | Jumlah berkas transaksi 14 berkas
dokumen / berkas keuangan . gaji dan tunjangan
2 Tersedianya penerimaan, Jumlah Perekaman berkas 1000
pencatatan dan penyortiran transaksi Keuangan berkas
surat/dokumen /berkas keuangan.

3 Tersedianya administrasi urusan : Jumlah berkas 12 berkas
bidang keuangan, dan pertanggungjawaban
mendokumentasikan surat / Keuangan
dokumen / berkas keuangan.

4 Tersedianya pengelompokan Jumlah berkas Rekonsiliasi | 4 berkas
surat/dokumen/berkas keuangan | Keuangan
menurut jenis dan sifatnya.

5 Tersedianya berkas Jumlah berkas 12 berkas

Penatausahaan keuangan

Penatausahaan Keuangan
|
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Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= 2saiisas 1000
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus ;

Capaian Indikator Kinerja= -T258%_ y 100%
Realisas

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian
dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 s.4d. Iehih Sarigat Tin ‘Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tingg! / Berhasil
b5.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0 5d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan
I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Loporan Kinerja Triwulon Il Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan
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Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan Il Tahun 2025

No [  Uraian Tugas Indikator | qapeees ;ﬁiﬁ Hsﬂffi' Ea:gian
Kinerja dengan dengan
Triwulan 1l | Triwulanll

1 [Tersedianya Jumlah berkas |14 berkas |8 berkas {8 berkas 100 %
dokumentasisurat /  transaksi gaji
dokumen / berkas dan tunjangan
keuangan .

2 [Tersedianya Jumlah 1000 |500 berkas [501berkas [100 %
penerimaan, pencatatan Perekaman berkas
dan penyortiran berkas
surat/dokumen/berkas transaksi
keuangan, Keuangan

3 [Tersedianya Jumiah berkas |12 berkas 6 berkas 6 berkas 100 %
administrasi urusan pertanggungja
bidang keuangan, dan waban

endokumentasikan  |Keuangan
El‘arat / dokumen /
erkas keuangan .

4 [Tersedianya Jumlah berkas | 4 berkas [2 berkas 2 berkas 100 %
pengelompokan Rekonsiliasi !
surat/dokumen/berkas [Keuangan
kevangan menurut jenis
dan sifatnya.

5 [Tersedianya berkas Jumlah berkas |12 berkas 6 berkas 6 berkas 100 %
Penatausahaan Penatausahaan
keuangan Keuangan

Rata-rata Capaian | 100 %

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 11 ini adalah sebagai
berikut :
1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di OPD

2. Ketepatan pembuatan Laporan Keuangan dan kegiatan tepat waktu
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Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan Il ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi seringnya gangguan dan error pada aplikasi Keuangan

2. Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi keuangan Kkarena kurangnya
pelaksanakan pelatihan tentang aplikasi keuangan

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai:

1. Perbaikan Jaringan Internet pada OPD

2. Pelatihan tentang aplikasi keuangan dilaksanakan oleh OPD Teknis .
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100%
dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangat berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan pada Aplikasi Keuangan dan akses jaringan internet yang lebih
cepat untuk mendukung kelancaran kevangan .
2, Pembuatan SP] Keuangan agar lebih cepat dalam pembuatan .
3. Pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan
Pekalongan, 1 Juli 2025
Mengetahui Pengadministrasi Perkantoran,
Kepala Sub Bagian

Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

FASEHAH.SH HADY SASMITO
NIP. 197702081996032002 NIP. 197601112012121001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran Triwulan i
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (geod governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Perkantoran
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 |uli 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Pengatur Tkl
NIP. 19830529 200901 1 009
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisas! ...
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut ;

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

2. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pendistribusian.

4. Mengadministrasikan  urusan  bidang  pengamidministrasi  umum dan
mendokumentasikan surat/dokumen/berkas keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
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B. Struktur jabatan
Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN S0SUNAR ML
DONAE PEMBERDATALN MASYARARAT PERELRULN DAX
FERLODIENGAN ANAK
EEPALA 045
SERAETARMT
|
11 k1
fl' LILII] SUAABAGAAN PERENCANAAN. SUBBAGIAN UMY AA
[ EWR IR EVALUAS, AN KEUSGAN EPEGAINALLN
= OANEONL
ARREN
BOANG IELEVBAGAAN SOLNG BEMSERAVAAN
ASYARALAT DN I FREMPLAN, PEVEILAN WAL
PEMBEABATAAN | AL QRN PERUNDUNGAN
MATARALAT | PERSPLIAN DAY ANAK
| wm
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yan
pimpinan instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
erima amanah dan kesepakatan antara

g berisikan penugasan dari

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pen
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran
Tahun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 | Tersedianya Jasa Sural | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Menyural bidang pengadminisirasian umum
yang di kelola _
2 | Tersedianya Peralatan dan | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Terlengkapan Kator J yang di kelompokkan bidang
| pengadministrasi umum menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
» - berlaku
3 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Petayanan Umum Kantor bidang pengadministrasian umum
_ yang di kelola
4 Tersedianya Jasa Jumlah surat/dokumen/berkas 16 Dokumen
Pemeliharaan, Biaya yang di kelompokkan bidang
Pemeliharaan dan Pajak pengadministrasi umum menurut
Kendaraan Perorangan jenis dan sifatnya sesual dengan
Dinas atau Kendaraan prosedur dan ketentuan yang
Dinas Jabatan | berlaku
5 | Terpeliharanya Jumilah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | bidang pengadministrasian umum
Sarana daPrasarana yang di kelola
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya -
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan 11

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 222222 x 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = ;l'=i"— x 100%

@a. lram

CAPAIAN INDIKATOR KINER]A
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tahel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordimal Predikat / Kategori
90.1 sd. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil =

75.1 5.d.90 Tinggi / Berhasil

65.15d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil ]

. 0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan Il Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Lainnya

Tabel 2.3
Pengukuran Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan Il Tahun 2025
Target Target Realisasi | %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahuna | Triwulan [ | Triwulan [l | Capaia
I: I-I "
|1 | Tersedianya Jasa Surat | Jumiah 12 6 Bulan | 6 Bulan | 100%
Menyural surat/dokumen/berkas Bulan .
bidang pengadministrasian |
, . umum yang di kelola _,
' 2 | Tersedianya Peralatan | Jumiah 12 6 Bulan 6 Bulan 100%
dan Terengkapan sural/dokumen/berkas yang Bulan
Kator di kelompokkan bidang
pengadministrasi umum | 1
menurul jenis dan sifatnya
sesuai dengan prosedur dan i
ketentuan yang berlaku l
3 | Tersedianya Jasa Jumiah 12 & Bulan 6 Bulan | 100%
Pelayanan Umum sural/dokumen/berkas Bulan '
Kantor bidang pengadministrasian
) umum yang di kelola —
| 4 | Tersedianya Jasa Jumiah 16 | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100%
; Pemeliharaan, Biaya | suraUdokumen/berkas yang | ooy,
g Pemetiharaan dan di kelompokkan bidang -
Pajak Kendaraan pengadministrasi umum en
Perorangan Dinas atau | menurut jenis dan sifatnya
Kendaraan Dinas sesuai dengan prosedur dan
Jabatan kelentuan yang berlaku
5 | Terpeliharanya Jumiah 12 6 Bulan & Bulan 100%
Pemeliharaan/Rehabilit | surat/dokumen/berkas Bulan
asi Sarana dan bidang pengadministrasian
Prasarana Gedung umum yang di kelola
Kantor atau Bangunan

Rata-rata Capaian | 100% |

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan Il ini adalah sebagai berikut
» Selaras dan koordinasi yang baik antara atasan langsung dan pelaksana;
» Tercukupinya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa

realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan

kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran Triwulan I

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN

A9740620 199603 1 003 NIP. 19830529 200901 1 009
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Operator Layanan Operasional

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan
Operasional Triwulan 1l Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Operator Layanan Operasional

0
ROMADHON

Pengatur
NIP. 19750514 200701 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Operator Layanan

Operasional Triwulan Il Tahun 2025 mempunyai uraian tugas jabatan adalah

sebagai berikut:

1.

Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, aki, lampu,
mesin radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat
dikendarai dengan baik.

Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.

Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan
luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.

Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara
layak.

Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1

dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEXRETARIAT
SUB BAGIAN SUIB BAGIAN PERENCANAAN,
- LIMLIM DAN KEPEGAWALAN EVALUASE DAN KEUANGAN
| BENDAHARA
KELOMPCIK JIABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG KELEMAAGEAAN
FUNGSIONAL PEREMPLAN, PEMENUHAN | T MASYARAKAT DAN
HARK ANAK DAN PEMBERDAYAAN ,
PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | MASYARAKAT PENYUSLIN PROGRAM
DAN ANAK i | ANGEARAN DAN
| | PELAPCRAN
SUB KOORDINATOR DAN | | suskoORDINATOR DAN '
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL = FUNGSIONAL PENGADMINISTRAS)
KELIANGAN

urTD

Laporan Kinerja Triwulan II Operator Layonan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025

adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
No - it
Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya pemelihara | Jumlah hari pemeliharaan | 240 Hari Kegiatan

| kendaraan dinas kendaraan dinas
|
2 | Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan 240 Hari Kegiatan
| mengemudi kendaraan mengemudi kendaraan
| dinas dinas
3 | Melaksanakan tugas caraka | Jumlah melaporkan hasil 12 Bulan
secara tepat waktu pelaksanaan tugas sesuai

dengan prosedur yang
berlaku sebagail bahan

evaluasi dan

pertanggungjawaban
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan Il
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan,

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= Bealisast 1000
T

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = ﬁ'ﬂ- x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukumn dengan Skala Ordinal

‘)ﬂis.df&bih _ sfm:.;a: n@!ﬂangat _nasu
75.1sd.90 ggi / Berhasil
B5.1sd. 75 ,.f Cukup Berhasll
50.1s.4d.65 Rend %. / Tidal Berhasil
[ 0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan
Il Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan I Tahun 2025

No Uraian Tugas Indikator Kinerja T:;:ﬁ;t = ;r;;;g['f;j i;:ﬂ';:f' ﬂa;?gian
Dengan Dengan
Trjv.l.flujan Triu:;.llan
1 [Terlaksananya lumlah hari 120 Hari | 30Hari | 25Hari | 8333%
pemelihara kendaraan pemeliharaan kendaraar) Kegiatan
dinas dinas
2 Terlaksananya Jumlah kegiatan 120 Hari | 30 Hari 30 Har 100 %
rkeglatan mengemudi mengemudi kendaraan | Kegiatan
kendaraan dinas inas
3 |Melaksanakan tugas Jumlah melaporkan hasil 12 Bulan | 3Bulan | 3Bulan | 100%
caraka secara tepat elaksanaan tugas sesua
waktu engan prosedur yang
erlaku sebagai bahan
luasi dan |
peﬁanggungjawabai | | |

Rata-rata Capaian |  100% |

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 1l ini adalah sebagai

berikut:

1. Ketepatan waktu melaksanakan perintah di OPD

2, Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Faktor Penghambat capatan kinerja pada Triwulan Il inl adalah sebagai berikut:
1, Sering terjadinya gangguan pada Mesin Kendaraan Dinas

2. Macet dijalan menyebabkan penghambat pelaksanaan kegiatan yang sedang

dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan Il

selanjutnya adalah sebagai:

1. Di perlukan Perbaikan pada mesin kendaraan dinas setiap bulan.

Laporan Kinerja Triwulun Il Operator Loyanan Operosional Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 %

dengan kategori Tinggi/ berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional
Triwulan |l Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan pada Mesin Kendaraan Dinas dilakukan secara rutin agar

pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendali,

2. Pertanggungjawaban kegiatan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan,

Pekalongan, 1 juli 2025

Operator Layanan Operasional

ROMADHON
NIP. 19750514 200701 1 009
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas
kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penata
Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

NURUL LATIFAH, S.H.
Penata Muda

NIP. 19990811 202504 2 003

Laporan Kinerja Triwulan Il Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan da
Anak, 2025 = -
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P3HAPPA,
mempunyai tugas melakukan analisis dan telaah kebijakan yang berkaitan dengan

pemberdayvaan perempuan dan perlindungan anak, serta menyusun rekomendasi

kebijakan.
B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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[ty tEy
—~———'——L-' [ — B A S
H MM Ay | | Fhlm, D AN eI
M e :
e & |
T
NG R EMBAELN I3 LA
NRTAGEAT TN TGN, FPURLIHER
VAN kA PR
MATSAEAT FEREMTLAN AN thst
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen vang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi vang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | 2 3 4

1 | Tercapainya penyvelenggaraan layanan | Jumlah dolumen penyelenggaraan 2 dokumen
penerimaan kasus, penyajian data, layanan
dan case conferences

2 | Tercapainya penyelenggaraan layanan | Jumlah dolumen penyelenggaraan 8 dokumen
pendampingan hukum layanan

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 20455 + 1000
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

Laporan Kinerje Triwulon Il Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Capaian Indikator Kinerja = —=22=t

et

Realisasi

= 100045

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 .d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
651 5.4d.-75 Sedang / Cukup Berhasil
501 sd. 65 Rendah [ Tidak Berhasil
0=d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini -
Tabel 2.3

g.d. Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No Target Realizazi L
I : | Target : Capai
z Indikator
Sasaran sub Kegiatan Kiniiia tahuna w |l Tw | Tw | Tw | Tw | TW | TW | TW an
n I I 11 W 1 [T m | 1w
1 Tercapainya Jumlah B
penyelenggaraan dokumen dokume - - - 8 - - - - | 180%
layanan penerimaan | penyelengg n
kaszus, penyajian data, | araan
dan case conferences layanan
2 Tercapainya Juralah 8 - - - 8 - - - - 100%
penyelensgaraan dokumen dekume
layanan pendampingan | penyelengg n
hulum araan
layanan
1009

Rata-rata Capaian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penata Kelola

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kategori "Berhasil”.

Anak, 2025

Laporan Kinerje Triwulon Il Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Catatan:

Kegiatan yvang dilakukan Penata Kelola Pemberdayvaan Perempuan dan Anak
dalam Triwulan Il adalah: Pelayanan penerimaan pengaduan/laporan, penjangkauan
korban, pemberian informasi tentang hak korban, fasilitasi layanan Kesehatan,

psikologi, hukum, penampungan sementara, menginput data kekerasan UPTD PPA,

dan SIMFONI Kemen PPA.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penata Kelola

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan II Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

cepalaBidang P3HAPZA Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
¢ & NTAg dan Perlipdyngan Anak
i
NURUL LATIFAH, S.H.

NIP. 19990811 202504 2 003

Laporan Kinerja Triwulan Il Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perli ndungan Anak

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan
Anak, 2025
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PEKERJA SOSIAL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Triwulan Il Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pekerja Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pekerja Sosial melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025

PEKERJA SOSIAL
DPMPPA fb‘ PEKALONGAN,

Penata Muda
NIP, 19980706 202504 2 004

Laporan Kinerja Triwulan Il Pekerfa Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Pekerja Sosial,
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P3HAP2A,
mempunyai tugas melakukan kegiatan home visit dan asesmen, serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial, sebagaimana gambar 1.1
dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen wang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi vang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial pada Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan [ 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi Anak asesmen kebutuhan pada
Memerlukan Perlindungan layanan Anak Memerlukan
Khusus pada layanan UPTD PPA | Perlindungan Khusus
sesuai dengan ketentuan Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada
lavanan Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus

2 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi asesmen kebutuhan pada

Perempuan Korban Kekerasan | layanan Perempuan Korban

pada layanan UPTD PPA sesuai | Kekerasan

dengan ketentuan

Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada

layanan Perempuan Korban

Kekerasan

3 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoringdan = 1 Kegiatan
evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Perempuan
pelayvanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

2 Laporan Kinerja Triwulan Il Pekerfa Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

Korban Kekerasan di UPTD PPA | Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
sesuai dengan kebutuhan kegiatan monitoring dan

evaluasi layanan Perempuan

Korban Kekerasan

4 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoring dan [1 Kegiatan

evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Anak
pelayanan bagi Anak Memerlukan Perlindungan
Memerlukan Perlindungan Khusus

Khusus di UPTD PPA sesuai

dengan kebutuban Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan

kegiatan monitoring dan
evaluasi layanan Anak
Memerlukan Perlindungan
Khusus

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan II Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjuklkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealias 10004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnva kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja, digunakan

rumaus :

Capaian Indikator Kinerja= —=2=%_  x 100%

Realisas:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

~ Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 =.d. lehih Sangat Tingei [ Sangat Berhasil
79.15.d.90 Tinggi [ Berhasil
65.15d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 SapgatRendah [ Sangst idalcBerhasd)

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan II Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Pengukuran Kinerja Pekerja Sosial

Tabel 2.3

s.d. Triwulan I Tahun 2025

Target Realisasi
5 Kegi Indikator Target %
o ram sub Stan Kiﬂ&l"i-.':l tahunan W TW ™W W ™ ™ ™ [:apai.an
= I III IV
I II It v
Terlaksananya
kegiatan home visit Jumlzh 1
dan asesmen bagi kegiatan Kegiatan | - - - 1 - - - 100%
1 Anak Memerlukan |
Perlindungan Khusus |
padalopananteih. | [“Wakin 8Bulim |- |2 |3 |3 2 |- |- |100%
PPA sesuai dengan penyelesaian
ketentiuan
Terlaksananya
; " Jumiah 1
kegiatan home visit - : - - - 1 - - - 100%
dan asesmen bagi Ieglatan Begiatnn
2 Perempuan Korban
Kekerasan pads
layanan UPTD FFA
Waktu
sesuai dengan ; 8 Bulan ] 2 3 3 2 = - 100%
ketentuan peAyelemin
Terlaksananya
maonitoring dan Jumlah 1 : _ s - - - . 100%
evaluasi kegiatan Eegiatan
penyelenggaraan
3 pelayanan bagi
Perempuan Korban
EekprasmdiURIE: | Walln  |gpdgen |- |2 |3 |3 2 |- |- | 100%
PPA sesuai dengan penyelesaian
kebutuhan
Terlaksananya
menitoring dan Jumlzh 1 : = - = . = . 100%
evaluasi kegiatan Kegiatan
penyelenggaraan
=z pelayanan bagi Anak
Memerlukan
Perlindungan Khusus | Waktu i R i
di UPTD PPA sesuai penyelesaian & lulam 2 3 3 2 100%
dengan kebutuhan
Fata-rata Capaian 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial

dengan kategori "Berhasil”.

Catatan bagi Pekerja sosial untuk capaian kinerja triwulan I1 saat ini berfokus pada

penyelenggaraan pelayvanan

Pelayanan Penerimaan Laporan/Pengaduan,

Penjangkauan Korban, Pemberian Informasi tentang Hak Korban, Fasilitasi Layanan
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Kesehatan, Fasilitasi Layanan Psikologis & Psikososial, Fasilitasi Penyediaan Layanan

Hukum, serta Fasilitasi Kebutuhan Penampungan Sementara untuk Korban.
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BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Triwulan

Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah

ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui,
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Dipindai dengan |
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